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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan sumber daya manusia dan merupakan generasi 

penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak 

diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala 

permasalahan yang timbul. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak 

maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan 

anak terpaksa dihadapkan ke muka Peradilan. Mental anak yang masih dalam 

tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan 

kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak 

berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar 

hukum. Dengan kondisi demikian tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri 

dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka 

berurusan dengan aparat penegak hukum. 

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak 

yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. 

Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta 

perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-

hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-
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hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian 

serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada 

umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada 

mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai 

hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum 

nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam Universal Declaration of 

Human Right (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR). 

Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur 

dalam konvensi-konvensi internasional khusus.  

Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :“the child, 

by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards 

and care, including appropriate legal protection, before as well as after 

birth…” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia 

tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “First 

Call for Children”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan 

internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “survival protection, 

development and participation.
1
  

Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan yang pada 

dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak 

yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden 

                                                
1
 Harkristuti Harkrisnowo, (Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak. Jakarta,20 l0 l2 ), 

Newsletter Komisi Hukum Nasional. Edisi Februari hal. 4. 
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Nomor 36 Tahun1990l. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh 

pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l14 tentang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l12 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  

Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak 

yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, 

hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, 

berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. 

Dibuatnya suatu aturan sangat jelas terlihat bahwa negara sangat 

memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib 

dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam 

pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering 

mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor 

internal maupun faktor eksternal. 

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang 

terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku 

tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan 

yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan 

berlaku di Indonesia. 

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu 



4 
 

pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal 

(Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang 

mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang 

dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat 

menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal 

ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam 

berpikir.  

Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak 

psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi 

perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan 

memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si 

anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di 

dekatnya. 

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile 

Delinquency. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi 

pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang 

dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. Juvenile 

Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik 

norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia 

muda
2
  

Ketentuan kejahatan anak atau disebut deliquensi anak diartikan 

sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari 

                                                
2
 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung, PT Refika Aditama 20 l0 l6) hal. 

11. 
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bagian KUHP atau tata peraturan perundang-undangan
3
. Peradilan anak 

dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-

negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak 

dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.  

Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga 

diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak. 

Peradilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang 

menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan 

pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.  

Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang 

benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan 

yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (yang disingkat UU 

Peradilan Anak), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 20l12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU 

SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30l Juli 20l12 dan berlaku 

2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya.  

Peradilan khusus bagi anak guna mengatasi permasalahan tindak 

pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-

anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada 

Peradilan di lingkungan peradilan umum. 

Undang-undang Peradilan Anak(disebut juga UU), akan memberikan 

                                                
3
Maulana Hassan Wadong, (Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 

Jakarta, Grasindo.20 l0 l0 l) hal. 81 
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landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak 

melalui tatanan peradilan anak. Selain itu UU Peradilan Anak, yang ditujukan 

sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam 

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan 

hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak 

(the best interest of the child).  

Ketentuan yang ada dalam UU Peradilan Anak, sebagian mengacu 

pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah 

dilakukan hanya sebagai measure of the last resort, hal mana berkenaan 

dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya
4
. Anak sebagai 

individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis 

(legal protection) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat.  

Masalah penegakan hak anak, pada dasarnya sama dengan masalah 

penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah 

pengimplementasiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
5
 : 

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum 

tentang hak-hak anak berkenaan dengan : 

a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya. Materi 

hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau 

kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya. 

                                                
4
 Ibid hal. 81 

5
 Moh. Joni, et.all, Aspek Hukum Perlindungan Anak. (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 1999). hal. 90 l 
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b. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk 

mencegah kekosongan hukum. 

2. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan 

(penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk 

menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi 

permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan 

para penegak hukum yang memahami hukum terhadap anak dan hak-hak 

anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak 

hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-

hak anak. 

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural 

yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai 

sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan 

masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut 

keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum. 

4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan 

sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada 

hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju 

ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak dalam praktek 

kehidupan sehari-hari. Hukum bagi anak hanya pedoman yang bisa dijadikan 

acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak 

ditemukan. 

Selanjutnya didalam Pasal 22 UU Peradilan Anak, terhadap anak nakal 
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hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal adalah : 

1. Pidana pokok dan pidana tambahan. 

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah : 

a. Pidana penjara 

b. Pidana kurungan 

c. Pidana denda 

d. Pidana pengawasan 

3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak 

nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 

 Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ada perbedaan ancaman pidana 

terhadap anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(disebut juga dengan KUHP), dimana penjatuhan pidananya ditentukan paling 

lama ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan  

penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup tidak 

diberlakukan terhadap anak-anak.  

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga 

ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 

tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 

sampai anak yang belum mencapai umur 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana. 

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat diadakan 
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sanksi. Sanksi tersebut dibentuk dari suatu sistem atau lembaga yang 

berwenang untuk menanganinya. Semua masyarakat mempunyai sistem 

kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan 

reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan.  

Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah kepolisian, Peradilan, 

custodial institutions, dan berbagai metode supervise dan pembinaan petindak 

pidana dalam masyarakat (misalnya, probation dan parole). Tujuan dari reaksi 

terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap 

kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi tindak pidana
6
. 

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu 

pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah 

si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang 

bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya 

menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana 

caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan 

tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi 

badan atau penjara.  

Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l14 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak untuk : 

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya    

dipisahkan dari orang dewasa. 

2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial 

                                                
6
 Shanty Dellyana, (Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta 1988), Liberty hal.57 
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dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan 

dari ahli bahasa. 

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Peradilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum
7
. 

 

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak akan lebih mudah 

pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan 

anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja 

dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem 

pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif/mendidik 

selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia 

khususnya oleh hakim.  

Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah 

pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang 

tua/wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga 

mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak 

pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama 

nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang 

dipeluk atau dianutnya. 

Sistem pemidanaan individual (individual responsibility) yang 

digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

                                                
7
 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20 l14 tentang Perlindungan Anak pada 

Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

1.Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa. 

2.Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog 

dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa. 

3.Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Peradilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam bidang tertutup untuk umum. 
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fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi 

individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak 

hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari 

banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi 

mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan 

yang baik kepada si anak. 

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik 

sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. 

Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke lembaga 

pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat 

berubah, namun di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan 

yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan 

bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain, hal ini mengakibatkan 

proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali 

terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam lembaga pemasyarakatan 

itu sendiri yang kurang kondusif. 

Selanjutnya, hal ini akan berbeda, jika menempatkan si anak pada 

suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang 

pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang 

manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih 

perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut 

dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu 

saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, 



12 
 

selama dalam proses hukum dan pemidanaannya menempatkan mereka 

sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan 

karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa. 

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan 

sesuatu yang baru. Di dalam UU Peradilan Anak sistem pemidanaan yang 

bersifat mendidik telah jelas terkodifikasi, namun pada pengaplikasiannya 

jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh 

penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus 

di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur 

dengan orang dewasa. 

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen 

regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l14 tentang Perlindungan Anak 

(yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang pasal-pasalnya 

memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, 

KPAI pada tanggal 22 Desember 20l0l9 lalu telah menyampaikan berkas 

permohonan Judicial Review UU Peradilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminialisasi anak, seperti : Pasal 1 

tentang definisi anak, Pasal 4 tentang usia pertanggungungjawaban hukum, Pasal 

5 tentang penyidikan, Pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan Pasal 31 tentang 

pemenjaraan. KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil 

tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi 

peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang 

efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan. 
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Dengan lahirnya UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak, 

bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu 

peradilan anak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian diharapkan 

anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik 

maupun mental. Dalam hal ini UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan 

Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam 

proses acara pidananya.  

Selain itu, UU Peradilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 

45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani 

perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku 

lagi. Menurut UU Peradilan Anak ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil 

apabila anak yang berumur di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, 

yaitu :  

pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak 

tersebut masih dapat dibina.  

Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat 

dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal 

memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada 

organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga 

sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perspektif 

perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memprihatinkan dan 

belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan 
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lambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku 

maupun sebagai korban dan rendahnya vonis Peradilan terhadap para pelaku 

kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak 

menggunakan UU Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak 

menjadi korban.  

Kondisi buruk bagi anak, dapat berkembang terus dan mempengaruhi 

hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini 

bisa membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa 

sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-

anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus 

di dalam pembangunan bangsa. 

Kabupaten Rantau Prapat merupakan salah satu wilayah di Suamatera 

Utara yang termasuk Kabupaten yang mempunyai luas dan jumlah penduduk 

yang tinggi setelah Kabupaten Rantau Prapat dibandingkan dengan kabupaten 

lain di Sumatera Utara yang mempunyai karakteristik dan budaya tersendiri. 

Selanjutnya kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak yang 

terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, belum pernah 

diputuskan oleh pengadilan dalam penerapan Denda, kalaupun ada di pengadilan 

Negeri lain akan menjadi perbandingan untuk menjadi acuan bagi Pengadilan 

Negeri Rantau Prapat. Kabupaten Rantau Prapat, untuk pelakunya didominasi 

oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan ditunjukkan dari data 

laporan kasus persetubuhan dan pencabulan yang ada di Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat, tahun 20l20l terjadi 21 kasus pelecehan, kemudian tahun 20l21 
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terjadi 22 pelecehan seksual, selanjutnya tahun 20l22 sampai dengan bulan 

Desember terjadi 18 kasus pelecehan seksual. 

Dari uraian tersebut diatas menurut hemat penulis, Perlindungan anak yang 

bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi 

anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea 

siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya 

perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk 

menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka 

pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip 

dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak. Upaya perlindungan anak 

korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian secara lebih komprehensif sejak 

ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih 

memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan 

anak.  

Disamping adanya perlindungan yang bersifat abstrak(secara tidak 

langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap 

anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk 

perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang 

berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.  
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Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk 

perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), 

seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada 

dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, 

seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.  

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau 

restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang 

bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan 

yang merendahkan martabat kemanusiaan. Berdasarkan hukum positif, maka 

pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. 

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur 

dalam:
8
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi 

perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: 

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana 

denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak 

akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa 

orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak 

pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah 

itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” 

                                                
8
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, (Jakarta: 

Djambatan, 20 l0 l4, hal. 135-144. 
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Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b 

KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus 

kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan 

kepada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 10l1, Korban 

dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus 

kerugian yang dideritanya.  

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam 

proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu: 

Aspek Positif 

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban 

dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya 

dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan 

kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui 

mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian 

perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: 

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana 

sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri 

dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). 

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana 

sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian 

berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai 

akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member 
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keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan 

memenuhi kewajiban undang-undang, member keterangan mengenai peristiwa 

yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai 

korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara 

penggabungan gugatan ganti kerugian. 

Aspek Negatif 

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses 

penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. 

Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu 

pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan 

kurang memadai. Konkretnya, korban belum mandapat perhatian secara 

proporsional,
9
 atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan 

yang tidak langsung. 

Menurut ketentuan hukum pidana di Luar KUHP dan KUHAP 

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar 

KUHP dan KUHAP, yang hanya, berorientasi pada perlindungan bersifat implisit 

dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. 

Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 

b.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 

c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l0l2 Tentang Perlindungan Anak; 

                                                
9
 J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1987), hal. 39. 
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d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l0 l4 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; 

e.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20l0 l6 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk 

kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, 

utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan 

yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh 

pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, 

pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.  

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana 

kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana 

kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan 

dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. 

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas 

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski 

demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan 

kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas 

menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen 

sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap 

judisial).  
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Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas 

penyidikan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana oleh perlaku 

kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap 

kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan 

pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban 

pidana yang bersifat pribadi /individual pada dasarnya juga terkandung adanya 

perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-

calon korban atau korban potensial. 

 Pemberian pidana, baik secara abstrak (in abstracto) maupun secara 

konkret (in concreto) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana 

mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan 

rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku 

kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang 

sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materil maupun 

secara fisik
10

.  

Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya 

jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru 

sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu: 

Pertama, peran dari orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan 

kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan 

menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, 

                                                
10

Lihat Studi yang pernah dilakukan oleh Iswanto (1995) tentang “Perlindungan Korban 

Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) 

dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan 

berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut 
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mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan 

kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya 

akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, dan tidak disayangi.  

Akhirnya, anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari oleh 

orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang 

layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan 

yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga maupun disekolah, juga nafkah 

(berupa pangan, dan sandang).  

 Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya 

sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena 

harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). 

Dalam kasus child abuse, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. 

Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki 

kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka 

nanti.  

 Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang 

secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu, 

penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka 

merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu 

menghindari perilaku yang kurang baik. 

Peran keluarga terutama orang tua dalam hal ini sangatlah penting. 

Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian 
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yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. 

Masa anak masih tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berusaha mengkaji 

sampai seberapa jauh kepastian hukum dalam sistem peradilan anak dalam 

penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan hukuman denda di 

wilayah hukum Peradilan Negeri Rantau Prapat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak 

sangatlah luas, maka di sini penulis membatasi masalah tersebut khususnya 

bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana 

pelecehan seksual, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan, sehingga 

masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaiman penerapan hukum acara Peradilan pidana anak terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat ? 

2. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara Peradilan 

anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ? 

3. Bagaimana Penerapan pidana denda yang dilakukan oleh anak berdasarkan 

UU Nomor 11 Tahun 20l12 tentang sistem peradilan anak  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji Penerapan hukum acara Peradilan pidana anak terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara 

Peradilan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat. 

3. Untuk Menganalisa Penerapan pidana denda yang dilakukan oleh anak 

berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 20l12 tentang sistem peradilan anak  

diwilayah hukum Peradilan Negeri Rantau Prapat 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan 

bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada 

umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya 

pada Hukum Acara Perlindungan Anak. 

2. Kegunaan Praktis 

 

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga 

diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum acara 

Peradilan pidana sesuai dengan UU No 11 Tahun 20l12 tentang sistem 

peradilan anak dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat 
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menambah pengetahuan bagi masyarakat, penegak hukum dalam melindungi 

kepentingan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. 

E. Keaslian Penelitian 

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber 

informasi, penelitian Tesis di bidang hukum yang akan dianalisis kali ini belum 

pernah diteliti sebelumnya. Namun saat ini, peneliti hanya memperoleh beberapa 

penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan rencana penelitian Tesis 

secara tidak langsung bersamaan dipakai sebagai bahan refrensi dengan rencana 

penelitian Tesis ini antara lain : 

1. Marlina/Disertasi Universitas Sumatera Utara Tahun 20l0l6, Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, 

Secara hukum Negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui 

berbagai peraturan perundang-undangan,akan tetapi dalam pelaksanaannya 

sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan, 

diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak mulai dari penyidikan, 

penuntutan, Peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak dalam 

lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negative 

terhadap anak, Bahwa kesimpulannya, konsep diversi dan restorative justice 

yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang menghidupkan 

kembali nilai-nilai kesamaan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan 

suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana. 

2. Iman Jauhari/Disertasi,Universitas Sumatera Utara Tahun 20l0l2, Hak-Hak 

Anak Dalam Undang-Undang HAM Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum 
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Islam (Penelitian diSumatera Utara), Bahwa kasus-kasus anak disebabkan 

keluarga yang berantakan, pemerkosaan dan sodomi,akibat ekonomi 

lemah,pencurian,konflik kerusuhan dan  pengaruh tehnologi, Tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi 

anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Kesimpulannya,  bahwa 

citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh 

pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi 

kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. 

3. Temmalngngalnro Malchmud Disertalsi/Falkultals Palscalsalrjalna l Universitals 

Indonesial, Jalkalrta l, 1990l, Perlindungaln Hukum Terhaldalp ALnalk Korbaln 

Kekeralsaln Seksuall Dalla lm Sistem Peraldilaln Pidalnal Terpaldu  Di Wilalya lh Kotal 

Pontialnalk, Tindalk pidalnal kekeralsa ln seksuall terhaldalp a lnalk ya lng merupalkaln 

contoh kerenta lnaln posisi alnalk tersebut, utalmalnyal terhalda lp kepentinga ln 

seksuall. Citral alnalk ya lng telalh ditempaltka ln sebalgali obyek seksuall, berimplikalsi 

jaluh palda l kehidupa ln alnalk, sehinggal dial terpalksal halrus selallu menghaldalpi 

kekera lsaln, pemalksalaln daln penyiksalaln secalral fisik sertal psikis., Korbaln tindalk 

pidalnal kekera lsaln seksuall selalin menga llalmi penderitalaln secalral fisik jugal 

mengallalmi penderita laln secalral psikis ya lng membutuhkaln walktu lalmal untuk 

memulihkalnnya l Menginga lt penderitalaln ya lng diallalmi korbaln tidalk ringaln daln 

membutuhkaln walktu yalng tidalk singkalt untuk bisal memulihkalnnya l, malkal 

alpalralt penegalk hukum berkewaljibaln memberikaln perlindungaln terhaldalp 

korbaln ya lng diimplementalsikaln dallalm peralturaln perundalng-undalnga ln sebalgali 

produk hukum ya lng memihalk korbaln.  
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Dallalm perlindungaln hukum terhaldalp halk a lsalsi alnalk dengaln peralturaln 

ya lng berlalku, sebalga li Korbaln tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall, selalin menga llalmi 

penderitalaln secalral fisik jugal mengallalmi penderitalaln secalral psikis ya lng 

membutuhkaln walktu lalmal untuk memulihkalnnya l Mengingalt penderitalaln yalng 

diallalmi korbaln tidalk ringa ln daln membutuhka ln walktu yalng tidalk singkalt untuk 

bisal memulihkalnnya l, malkal alpalralt penegalk hukum berkewaljibaln memberikaln 

perlindungaln terhaldalp korbaln yalng diimplementalsikaln dallalm peralturaln 

perundalng-undalnga ln, sehinggal penelitialn ini di Penga ldilaln Negeri Ralntalu pralpalt 

dengaln judul yalng salmal belum pernalh aldal ya lng melalkukaln penelitialn. 

 

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Keralngkal Teori 

Setialp penelitialn halrus pulal disertali dengaln pemikiraln-pemikira ln teoritis. 

Teori aldalla lh menera lngkaln altalu menjelalskaln menga lpal gejallal spesifik altalu proses 

tertentu terja ldi
14

. Menurut M. Solly Lubis, Keralngka l Teori merupalkaln lalndalsaln 

teori altalu dukungaln teori dallalm membalngun a ltalu memperkualt kebenalraln dalri 

permalsallalhaln ya lng dialnallisis
15

.  

Sedalngkaln Soerjono Soekalnto menya ltalkaln ba lhwal kontinuitals 

perkembalngaln ilmu hukum itu, selalin bergalntung pa ldal metodologi, alktivitals 

penelitialn daln imaljinalsi sosiall salngalt ditentukaln oleh teori
16

. Sehingga l teori 

menguralikaln jallaln pikiraln menurut kera lngkal yalng logis, alrtinyal mendudukkaln 

malsallalh penelitialn yalng telalh dirumuskaln didallalm keralngkal teoritis yalng releva ln 

ya lng malmpu meneralngkaln malsalla lh tersebut. 

 
Malkal secalral konseptuall teori yalng dipergunalkaln sebalgali pisa lu alnallisis 

dallalm penelitialn tesis ini aldallalh Sistem Hukum sebalgali teori utalmal (gralnd theory) 
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oleh Lalwrence M. Friedmaln, seba lgali middle theory aldallalh teori kealdilaln ya lng di 

kemukalkaln oleh ALristoteles ya lng didukung nalntinyal oleh teori perlindunga ln 

hukum yalng dikemukalkaln Valn Boven sebalgali alpplied theory nyal. Sehingga l dalpa lt 

memberikaln pedomaln paldal uralialn berikutnyal alntalral lalin : 

 
 

a. Teori Sistem Hukum 

Dallalm setialp pelalnggalraln, hukum halrus dilalksalnalka ln daln ditegalkka ln 

talnpal membedal-bedalkaln altalu tidalk memberlalkukaln hukum secalral diskriminaltif. 

Dengaln demikialn, pentingnya l hukum tidalk terlepals dalri sistem hukum
11

 . Sistem 

Hukum tidalk halnya l mengalcu paldal a lturaln (codes of rules) daln peralturaln 

(regulaltions), nalmun mencalkup bidalng yalng lua ls, meliputi struktur, lembalgal dalri 

proses (procedure) yalng mengisinya l terka lit denga ln hukum yalng hidup dallalm 

malsya lra lkalt (living lalw), daln budalyal hukum (legall structure). Menurut Lalwrence 

M Friedmaln, unsur dalri sistem hukum terdiri dalri struktur hukum (legall 

structure), substalnsi hukum (legall substalnce) da ln budalyal hukum (lega ll culture)
12

.  

  Struktur hukum merupalkaln institusionallisalsi kedallalm entitals-entitals 

hukum, seperti: struktur penga ldilaln negeri, taltalnaln kelembalga laln, daln kinerja l 

lembalgal. Sedalngkaln substalnsi hukum merupalkaln alturaln, normal, daln polal 

perilalku malnusial ya lng beraldal dalla lm sistem, sertal buda lyal hukum merupalkaln 

sikalp daln nilali-nila li yalng berhubunga ln dengaln hukum. Hall ini dipertegals lalgi 

oleh Saltya l ALrinalnto balhwal sistem hukum ya lng terdiri dalri 
13

: 

                                                
11

 La lwra lnce M.Friedma ln, Sistem Hukum, ALmerica ln La lw London, (W,W, Norton & 

Compa lny 1984), ha ll.6 
12

 Ibid ha ll.6 
13

 Sa ltya l ALrina lnto, Ha lk ALsa lsi Ma lnusia l da lla lm Tra lnsisi Politik di Indonesia l, (Jakarta: 

Pusa lt Studi Hukum Ta lta l Nega lra l FHUI, 20l0 l3),  ha ll 131-132. 
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1. Malteri hukum (taltalnaln hukum) ya lng didallalmnyal terdiri dalri: 

    al. Perencalnalaln hukum 

    b. Pembentukaln hukum 

    c. Penelitialn hukum 

    d. Pengembalngaln hukum 

2. ALpalraltur hukum yalitu merekal yalng memiliki tugals daln fungsi penyuluhaln 

hukum, peneralpaln hukum, penegalka ln hukum daln pelalyalnaln hukum. 

3. Salralna l daln pralsalralnal hukum yalng meliputi hall-hall yalng bersifalt fisik 

4. Budalya l hukum yalng dialnut oleh walrgal malsya lralkalt terma lsuk palral peja lbaltnya l 

5. Pendidikaln hukum
14

.  

 

Sistem hukum itu sendiri tidalk alkaln berdalya l

15
, kalrenal setialp malsyalralkalt, 

negalral daln komunitals mempunya li budalyal hukum, selallu aldal sikalp daln pendalpalt 

mengenali hukum. Hall ini tidalk beralrti balhwal setialp oralng dallalm saltu komunitals 

memberikaln pemikiraln yalng salmal. Hukum merupalka ln kontrol sosiall dalri 

pemerintalh (lalw is governmentall sociall control), sebalgali alturaln dalri proses sosiall 

ya lng mencobal mendorong perilalku, ba lik yalng bergunal dalri mencega lh perilalku 

ya lng buruk
16

 . Dalri sudut lalin, kontrol sosiall aldallalh jalringaln alta lu altura ln dalri 

proses menyeluruh ya lng membalwal a lkibalt hukum terhaldalp perilalku tertentu, 

misallnyal alturaln umum perbualta ln melalwaln hukum
17

 .  

Tidalk aldal calral lalin untuk memalhalmi sistem hukum selalin melihalt 

perilalku hukum yalng dipengalruhi oleh alturaln keputusaln pemerintalh altalu undalng-

undalng yalng dikelualrkaln oleh pejalbalt yalng berwenalng. Berda lsalrkaln ha ll tersebut, 

bilal dikalitkaln dengaln pengaltura ln hukum perlindunga ln alnalk terhaldalp korbaln 

kejalhalta ln seksuall, ma lkal tidalk terlepals dalri  falktor ya lng saltu salling mempenga lruhi 

                                                
14

 Ibid., hall 132 
15

 Ibid., hall 132 
16

 Dona lld Bla lck, Beha lvior of La lw, New York Sa ln Fra lnsisco, (London: ALca ldeic Press, 

1976), ha ll 2 
17

 La lwrence M Friedma ln, Opcit, ha ll, 3 
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falktor yalng lalin
18

. 

Sistem hukum paldal halkekaltnyal tidalk terlepals dalri peneralpaln hukum, 

penera lpaln hukum mempunya li tigal komponen yalitu 
19

 : 

1. Komponen hukum ya lng a lkaln diteralpkaln, 

2. Institusi ya lng alkaln meneralpkalnnyal, daln 

3. Personil dalri institusi penyelenggalral. 

Peneralpaln hukum paldal halkikaltnyal aldalla lh penyelenggalra laln pengaltura ln 

hubunga ln hukum setialp kesaltualn, kesaltualn hukum dallalm sualtu malsyalralkalt 

hukum yalng meliputi alspek pencegalhaln pelalnggalraln hukum, daln penyelesalialn 

sengketal hukum, termalsuk pemulihaln kondisi altals kerugialn a lkibalt pelalngga lraln. 

Dalri palnda lngaln tersebut balhwal kua llitals hukum dalpalt diketalhui alpa lbilal hukum itu 

sudalh diteralpkaln yalitu : 

Pertalmal struktur, ya litu keralngkal bentuk ya lng permalnen dalri sistem hukum yalng 

menjalgal proses tetalp beraldal di da llalm baltals-baltalsnya l. Struktur terdiri a ltals: jumlalh 

sertal ukuraln pengaldila ln, jurisdiksinyal (jenis perkalral yalng diperiksal sertal hukum 

alcalral yalng digunalkaln), termalsuk di dallalm struktur ini jugal mengenali penaltalaln 

baldaln legislaltif
20

. 

Kedual substalnsi, yalitu alturaln, normal, daln polal perilalku nya ltal malnusial ya lng 

beraldal dallalm sistem itu. Termalsuk ke  da llalm pengertialn substalnsi ini jugal 

”produk” ya lng dihalsilkaln oleh oralng ya lng beraldal di dallalm sistem hukum itu 

keputusaln yalng mereka l kelualrka ln, alturaln balru yalng merekal susun
21

. 

Ketigal aldalla lh kultur altalu budalya l hukum, ya litu sikalp malnusial terhaldalp hukum 

daln sistem hukum, keperca lyalaln, nilali, pemikiraln, serta l halralpa lnnyal. Budalya l 

hukum ini pun dimalknali sebalgali sualsalnal pikira ln sosiall daln kekualtaln sosiall ya lng 

menentukaln balgalimalnal hukum digunalkaln, dihindalri, altalu disallalhgunalkaln.  

Selalnjutnyal Friedmaln merumuskaln buda lyal hukum sebalgali sikalp-sikalp daln nilali-

nilali ya lng aldal hubungaln dengaln hukum daln sistem hukum, berikut sikalp-sikalp 

                                                
18

 Kejalha lta ln a lda lla lh ha lsil da lri fa lktor-fa lktor  ya lng bera lneka l ra lga lm da ln berma lca lm-

ma lca lm fa lktor untuk sela lnjutnya l tida lk bisa l disusun  menurut sua ltu ketentua ln ya lng berla lku umum 

ta lnpa l a lda l pengecua llia ln a lta lu denga ln perka lta la ln la lin untuk menera lngka ln kela lkua ln crimina ll mema lng 

tida lk a lda l teori ilmia lh, Liha lt Lukma ln Ha lkim Na linggola ln, Bentuk-bentuk Kekera lsa ln Seksuall, Jurna ll 

Equa llity, Vol 13 No 1 Februa lri 20l0 l8, ha ll 77  
19

 Lili Ra lsjidi, Hukum Sebalgali Sualtu Sistem, (Ba lndung, Ma lnda lr Ma lju, 20 l0l3), ha ll 165 
20

La lwrence M Friedma ln, Op.Cit ha ll 3 
21

 Ibid ha ll 3. 



30 
 

daln nilali-nilali yalng memberikaln pengalruh balik positif malupun negaltif kepalda l 

tingkalh lalku ya lng berkalitaln dengaln hukum
22

.  

 

Demikialn jugal kesenalnga ln altalu ketidalk senalnga ln untuk berperkalral 

aldallalh balgialn dalri buda lya l hukum. Oleh kalrena l itu, alpal yalng disebut dengaln 

budalyal hukum itu tidalk lalin dalri keseluruhaln falktor ya lng menentukaln balgalimalna l 

sistem hukum memperoleh tempaltnya l ya lng logis dallalm keralngkal budalyal milik 

malsya lra lkalt umum. Ma lkal secalral singka lt dalpalt dikaltalkaln balhwal ya lng disebut 

budalyal hukum aldallalh keseluruhaln sika lp dalri walrgal malsya lralkalt daln sistem nilali 

ya lng aldal dallalm malsya lralkalt yalng alkaln menentukaln balgalimalnal sehalrusnyal hukum 

itu berlalku dallalm ma lsya lralkalt yalng bersa lngkutaln
23

. 

Fungsi utalmal hukum yalitu mengaltur ketertibaln merupalka ln sya lralt dalsalr 

balgi aldalnyal sualtu malsyalralkalt, kebutuhaln alkaln ketertibaln merupalkaln falktal daln 

kebutuhaln objektif balgi setialp malsyalralka lt malnusial

24
. Tujualn hukum aldallalh untuk 

mewujudkaln kealdilaln. Hukum aldal altalu dialdalkaln aldallalh untuk mengaltur daln 

menciptalkaln keseimbalngaln altalu halrmonisalsi kepentingaln malnusial, ketigal tujualn 

ini sering diungkalpkaln secalral terpisalh daln dialngga lp sebalgali sualtu proses ya lng 

salling menentukaln saltu salmal lalin, ya litu: kepalstialn, keteralturaln, ketertibaln, daln 

kealdilaln. Keteralturaln tidalk mungkin terwujud talnpal kepa lstialn daln oralng tidalk 

mungkin mempersoallkaln kealdilaln da llalm ketidalkteralturaln
25

. 

 

 

                                                
22

 Ibid., hall 3 
23

 Ibid., hall 3 
24

Mochtalr Kusuma la ltma ldja l, Fungsi daln Perkembalngaln Hukum Dalla lm Pemba lngunaln 

Na lsiona ll, (Bandung: Bina l Cipta l, 1986), ha ll 2-3 
25

 Lili Ra lsijdi, Op.cit., ha ll 184 
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b. Teori Keadilan 

Palndalngaln ALristoteles tentalng kealdilaln bisal didalpaltkaln dallalm kalrya lnya l 

nichomalchealn ethics, politics, daln rethoric. Spesifik dilihalt dallalm buku 

nicomalchealn ethics, buku itu sepenuhnyal ditujukaln balgi kealdilaln, ya lng 

berdalsalrkaln filsalfalt hukum ALristoteles, mesti dialnggalp sebalgali inti dalri filsalfalt 

hukumnyal, “kalrena l hukum halnya l bisal ditetalpkaln dallalm kalitalnnya l dengaln 

kealdilaln
26

.  

Dengaln demikialn ALristoteles melallui teori kealdilaln legall mengungkalpkaln 

balhwal kealdilaln legall yalitu perlalkualn ya lng salmal terhalda lp semual oralng sesuali 

dengaln hukum yalng berlalku. ALrtinyal balhwal semual oralng ha lrus dilindungi daln 

tunduk paldal hukum yalng aldal secalral talnpal palndalng bulu. Kealdilaln legall 

menya lngkut hubungaln alntalral individu altalu kelompok malsyalralkalt denga ln 

negalral

27
. Intinya l alda llalh semual oralng alta lu kelompok malsyalralka lt diperlalkukaln 

secalral salmal oleh negalral dihaldalpaln hukum daln berdalsalrkaln hukum yalng berlalku. 

 
Kealdilaln balgi malsyalralkalt didepaln hukum dallalm hall ini memiliki alrti 

balhwal pelalku kejalhaltaln dallalm tindalk pidalnal kekera lsala ln dallalm ruma lh talngga l 

melallui pendekaltaln kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) ditujukaln untuk 

semalksimall mungkin mengemballikaln kealdalaln korbaln tindalk pidalnal sebelum 

peristiwal menimpal korbaln tindalk pidalnal

28
, tidalk halnyal memikirkaln balgalimalnal 

calral untuk menjaltuhkaln hukumaln kepa ldal pelalku, tetalpi menekalnka ln paldal 

pemulihaln altals kerugialn ya lng diallalmi korbaln daln altalu malsya lralkalt sebalgali alkibalt 

                                                
26

 Ca lrl Joa lchim Friedrich, Filsa lfa lt Hukum Perspektif Historis, (Ba lndung: Nua lnsa l, da ln 

Nusa l media l, 20 l0 l4), ha ll. 24 
27

 http://kumpula ln-teori-skripsi.blogspot.com/20 l11/0l9/teori-kea ldila ln-a lristoteles.html, 

Ka lmis, 20 l Februa lri, 20l23 
28

 ALnsori, Restora ltive justice menuju sistem pera ldila ln pidalna l terpa ldu, (Valria l pera ldila ln 

Nomor 350l, Ika lta ln Ha lkim Indonesia) l, 20 l15, ha ll.47.
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dalri perbualtaln pelalku sertal melibaltkaln pela lku daln korbaln secalral a lktif daln 

lalngsung dida llalm penyelesalialnnya l. 

 
Pemidalnalaln allternaltif halrus diupalyalkaln oleh negalral algalr dalya l rekalt 

persaltualn berbalngsal menjaldi kokoh daln menjaldi potensi pembalngunaln sosiall-

ekonomi daln politik negalral. Kepaltutaln penjaltuhalnpidalnal melallui kealdilaln 

restoraltif jaldi tugals daln talnggung jalwalb penegalk hukum untuk mempertaljalm 

alnallisis hukum daln memper pekal nuralni kemalnusialaln. Kealdilaln a lkaln menjaldi 

menjaldi salralnal pemeralta laln kealdilaln, terutalmal balgi korbaln daln pihalk ya lng rentaln 

secalralsosiall-politik daln lemalh seca lral ekonomi. Hall ini dikalrenalkaln hukum altalu 

sualtu bentuk peralturaln perundalng-undalnga ln
29

 yalng diteralpkaln daln diterimalnya l 

dengaln palndalngaln ya lng berbedal, pa lndalngaln yalng mengalnggalp hukum itu telalh 

aldil daln seballiknya l hukum itu tidalk aldil. 

 
Kemudialn beberalpal konsep kealdilaln yalng dikemukalkaln oleh Filsuf 

ALmerikal dialkhir albald ke-20l, John Ralwls, seperti AL Theory of justice, Politicall 

Liberallism, daln The Lalw of Peoples, yalng memberikaln pengalruh pemikiraln cukup 

besalr terhaldalp diskursus nilali-nilali kealdilaln
30

. Dimalnal John Ralwls ya lng 

dipalndalng seba lgali perspektif “liberall-egallitalrialn of sociall justice”, berpendalpalt 

balhwal kealdilaln alda llalh kebaljikaln uta lmal da lri haldirnyal institusi-institusi sosiall 

(sociall institutions). ALkaln tetalpi, kebaljikaln balgi seluruh malsyalralka lt tidalk dalpalt 

mengesalmpingkaln altalu menggugalt ra lsal kealdilaln dalri setia lp oralng yalng tela lh 

memperoleh ralsal kealdilaln, khususnyal malsyalralka lt lemalh pencalri kealdilaln
31

. 
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 Liha lt, AL.Ha lmid S. ALtta lmimi, Dikemba lngka ln oleh Ma lria l Fa lrida l Indralti S, da lri 

Perkulia lha ln Ilmu Perunda lng-undalngaln, Jenis, Fungsi, daln Ma lteri Mua lta ln, (Yogya lka lrta l: 
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30

 Pa ln Moha lma ld Fa liz, Teori Kea ldila ln John Ralwls, da lla lm Jurna ll Konstitusi, Volume 6 

Nomor 1 (ALpril 20l0 l9), hall. 135 
31
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Kemudialn Ralwls merumuskaln dengaln prinsip the grealtest equall 

principle, balhwal setialp oralng halrus memiliki halk ya lng salmal altals kebebalsaln dalsa lr 

ya lng palling lua ls, seluals kebebalsaln ya lng salmal ba lgi semual oralng
32

. Ini merupalkaln 

hall ya lng palling mendalsalr (halk alzalsi) yalng halrus dimiliki semual oralng. Dengaln 

kaltal lalin, halnyal denga ln aldalnya l jalminaln kebebalsaln ya lng salmal balgi semual oralng 

malkal kealdilaln alkaln terwujud (Prinsip Kesalmalaln Halk).  

Prinsip the grealtest equall principle, tidalk la lin aldallalh ”prinsip kesalmala ln 

halk” merupalkaln prinsip yalng memberikaln kesetalralaln halk. Malkal beralnjalk dalri 

teori tersebut dalpalt dikaltalkaln balhwal tindalk pidalnal dallalm peneralpaln restoraltive 

justice merupalka ln solusi untuk memberikaln malnfalalt dengaln kepalstialn balgi pelalku 

daln korbaln, sebalb pidalnal ya lng diberikaln kepaldal seseoralng bukalnlalh menjaldi 

sualtu efek jeral jikal kemudialn alkaln dilalkukalnnyal penalhalnaln, talpi dimungkinkaln 

mendalpaltka ln nilali kealdilaln balgi korbaln daln pelalku altals aldalnya l perdalmalialn ya lng 

dilalkukaln palral pihalk, sebalb perdalmalialn merupalkaln nilali kealdilaln tertinggi 

dibalndingkaln melallui putusaln pengaldilaln. 

 
Lebih lalnjut John Ralwls menegalskaln palndalngalnnya l terhaldalp kealdilaln, 

balhwal progralm penegalkaln kealdilaln yalng berdimensi keralkya ltaln halruslalh 

memperhaltikaln dual prinsip kealdilaln, yalitu: pertalmal, memberi halk daln kesempaltaln 

ya lng salmal altals kebebalsaln dalsalr ya lng pa lling luals seluals kebebalsaln ya lng sa lmal balgi 

setialp oralng. Kedual, malmpu mengaltur kemba lli kesenjalnga ln sosiall ekonomi yalng 

terjaldi sehinggal dalpalt memberi keuntungaln ya lng bersifalt timball ballik
33

. 
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Dengaln demikialn, prinsip perbedalaln menuntut dialturnya l struktur dalsalr 

malsya lra lkalt sedemikialn rupal sehinggal kesenjalnga ln prospek mendalpalt hall-ha ll 

utalmal kesejalhteralaln, pendalpaltaln, otoritals diperuntukkaln balgi keuntunga ln oralng-

oralng yalng palling kuralng beruntung. Ini beralrti kealdilaln sosiall halrus 

diperjualngkaln untuk dual hall:  

Pertalmal, melalkukaln koreksi daln perbalika ln terhaldalp kondisi ketimpalngaln yalng 

diallalmi kalum lemalh denga ln menghaldirka ln institusi-institusi pemerintalh, sosiall, 

ekonomi, daln politik yalng memberdalya lkaln.  

Kedual, setialp altura ln halrus memposisikaln diri sebalgali pemalndu untuk 

mengembalngkaln kebijalkaln-kebijalkaln untuk mengoreksi ketidalk-aldilaln yalng 

diallalmi kalum lemalh. 

Semalngalt ya lng mendorong Undalng-Undalng tentalng Sistem Peraldilaln 

Pidalnal ALnalk a ldallalh implementalsi diversi daln kealdilaln restora ltif. Diversi 

pengertialnnya l sebalga li pengalliha ln penyelesalialn perkalral ALnalk dalri proses 

peraldilaln pidalnal ke proses di lualr peraldila ln pidalnal. Paldal proses ini pa lral pihalk 

ya lng bersengketal difalsilitalsi oleh penegalk hukum balik penyidik, jalksal malupun 

pengalcalral melalkukaln kesepalkaltaln diversi secalral musyalwalralh.  

Halsil kesepa lkaltaln berupal Suralt Kesepalkaltaln Diversi yalng merupalkaln 

halsil ya lng diperoleh dalri musyalwalralh Diversi yalng memualt halk daln kewaljibaln 

palral pihalk ya lng tidalk melalnggalr ketentualn pera lturaln perundalng-undalnga ln. Selalin 

itu peraln Pembimbing Kemalsyalralkaltaln paldal kalsus diversi ini jugal memegalng 

peraln penting penyelesalialn perka lral alna lk usial di balwalh 12 talhun. Pembimbing 

Kemalsyalralkaltaln aldalla lh pejalbalt fungsionall penega lk hukum yalng melalksalnalkaln 
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penelitialn kemalsya lralkaltaln, pembimbingaln, pengalwalsaln daln pendalmpingaln 

terhalda lp ALnalk di dallalm daln di lualr proses peraldilaln pidalnal. 

Tujualn Diversi paldal kalsus pidalnal alnalk dibalwalh umur 12 talhun aldallalh:  

(1) Mencalpali perdalmalialn alntalral korba ln daln a lnalk 

(2) Menyelesalikaln perkalral alnalk di lualr proses peraldilaln  

(3) Menghindalrkaln a lnalk dalri peralmpalsa ln kemerdekalaln  

(4) Mendorong ma lsya lralkalt untuk berpalrtisipalsi  

(5) Menalnalmkaln ralsa l talnggung jalwalb kepalda l alna lk. 

ALdalpun syalralt dilalkukalnnya l diversi meliputi tindalk pidalnal alnalk yalng 

dialncalm dengaln pidalnal penjalra l di balwalh 7 (tujuh) talhun daln bukaln merupalkaln 

pengulalngaln tindalk pidalnal. Pertimbalngaln dallalm perwujudaln perlindungaln hukum 

tersebut mela llui sya lralt daln taltal calral pengalmbilaln keputusaln oleh penyidik, 

pembimbing kemalsya lra lkaltaln daln pekerjal sosiall professionall.  

Syalralt pengalmbilaln keputusaln terdiri dalri kesedialaln oralng tual a ltalu walli 

daln alnalk, tidalk aldalnyal alncalmaln dalri korbaln, berbalsis paldal rekomendalsi 

Pembimbing Kemalsyalralkaltaln. Sedalngkaln yalng dimalksud dengaln Pembimbing 

Kemalsyalralkaltaln aldalla lh pejalbalt fungsionall penega lk hukum yalng melalksalnalkaln 

penelitialn kemalsya lralkaltaln, pembimbingaln, pengalwalsaln daln pendalmpingaln 

terhalda lp alna lk di dallalm daln di lualr proses peraldilaln pidalnal. 

Taltal calral pengalmbilaln keputusaln terhalda lp a lnalk di balwalh umur 12 talhun 

ya lng didugal altalu melalkukaln tindalk pidalnal sebalgali berikut:  

(1) Penyidik melalkukaln pemberitalhualn kepa ldal oralng tual altalu walli alnalk, sertal 

Balla li Pemalsya lralkaltaln daln Lembalgal Penyelenggalral Kesejalhteralaln Sosiall tentalng 
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perkalral pidalnal yalng disidik.  

(2) Penyidik memalstikaln umur tersalngkal mela llui dokumen alkte kelalhiraln resmi. 

(3) Penyidik berkoordinalsi dengaln Pembimbing Kemalsya lra lkaltaln daln Pekerjal 

Sosiall Profesionall dallalm menalngalni perkalral a lnalk di balwalh umur 12 talhun.  

(4) Malksimall 7 (tujuh) halri semenjalk ra lpalt koordinalsi, perkalral alnalk ha lrus sudalh 

diputuskaln. 

Perkalral pidalnal alnalk di balwalh umur 12 talhun paldal sistem yalng dialtur oleh 

PP No. 65 Talhun 20l15 menekalnkaln paldal alspek perlindungaln hukum berupa l 

pendidikaln, pembinalaln daln pembimbingaln. Tujualn pendidikaln paldal a lnalk di 

balwalh umur 12 talhun ya lng didugal altalu melalkukaln tindalk pida lnal aldalla lh 

memenuhi alspek pendidikaln formall daln lalya lnaln khusus balgi alnalk.  

ALdalpun keputusaln pembinalaln balgi a lnalk dimalksudkaln supalya l alnalk tidalk 

mengulalngi kemballi tindalkaln pida lnal ya lng dilalkukalnnyal dengaln calral merubalh 

perilalku alnalk. Seda lngka ln pembimbingaln bertujualn untuk menalmbalh 

keteralmpilaln alnalk algalr bermalnfalalt hidup kemballi ke malsyalralka lt. 

Sementalral itu perlindunga ln hukum balgi Korbaln yalng berumur di balwa lh 

12 talhun paldal proses diversi sesuali dengaln pa lsall 6 PP No. 65 Talhun 20l15 

meliputi: Kepentinga ln korbaln; Kesejalhteralaln daln talnggung jalwalb alnalk; 

Penghindalraln stigmal negaltif; Penghindalraln pemballalsaln; Kehalrmonisaln 

malsya lra lkalt; Kepaltutaln, kesusilalaln daln ketertibaln umum. 

Paldal substalnsi, normal hukum ini dijelalskaln balhwal kepentingaln korbaln 

aldallalh ha lk dalri korbaln a ltalu alnalk korba ln halrus diperhaltikaln secalral proporsionall. 

Pengertialn alnalk korbaln aldallalh alna lk ya lng belum berumur 18 (delalpaln belals) 
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talhun yalng mengallalmi penderitalaln fisik, menta ll, daln/altalu kerugialn ekonomi yalng 

disebalbkaln oleh tindalk pidalnal.  

Sedalngkaln substa lnsi penjelalsaln kesejalhteralaln daln talnggung jalwalb a lnalk 

beralrti alnalk tetalp diberi halk-halknya l nalmun tetalp dilalkukaln pembinalaln altals 

kesallalhalnnyal a lgalr alnalk tidalk lepals dalri talnggung jalwalb untuk melalksalnalkaln 

kesepalkaltaln diversi. Kealdilaln ini jugal bisa l dialrtikaln sebalgali perlindunga ln 

terhalda lp korbaln kalrenal aldalnya l alkibalt perbualtaln pidalnal pelalku telalh berdalmpalk 

terhalda lp fisik, emosi malupun sosiall kemalsyalralkaltaln korbaln. Sebalga limalna l 

terbukti dalri Penelitialn Kemalsyalralkaltaln yalng menya ltalkaln balhwal korbaln traluma l 

alpalbilal ketemu dengaln pelalku.  

Dengaln aldalnyal penegalkaln hukum paldal jallur pidalnal malkal korbaln 

dilindungi oleh kepalstialn hukum yalng memutuskaln si pelalku dipenjalral, sehinggal 

korbaln tidalk melihalt untuk sementalral walktu si pelalku. Terjaldi perlualsaln falkta l 

hukum, yalng sehalrusnyal berproses diversi bergeser kepaldal proses penegalkaln 

hukum melallui sistem hukum pidalnal yalng berla lku di Indonesia l.  Hall ini terkalit 

dengaln pertimbalngaln pertalmal yalitu upalya l meralih kealdilaln substalntif.  

Pergeseraln ini melallui proses diskresi ya lng dimungkinkaln oleh peralturaln 

perundalng-undalnga ln yalng aldal denga ln pertimbalngaln kealdalaln genting. Yalitu 

kealdalaln dimalnal hukum (peralturaln hukum) di balwalh keberaldalaln sosiologi 

malsya lra lkalt yalng terpengalruh kemaljualn ilmu daln teknologi berupal internet. Palda l 

perkalral ini, pelalku menga lkui motivalsi berbualt pidalnal aldalla lh kalrenal kebialsalaln 

mengalkses konten pornogralfi lewalt wa lrnet. Denga ln demikialn kealdalaln genting 

palpalraln negaltif perkembalngaln teknologi ini perlu direspon oleh penegalk hukum 
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dengaln alralh mencalpali kealdilaln substalntive 
34

. 

Secalral umum dalpalt dikaltalkaln balhwal perlindunga ln hukum meliputi 

kegialtaln ya lng bersifalt lalngsung daln tidalk lalngsung dalri tindalkaln ya lng 

membalhalya lkaln alnalk secalral fisik daln/altalu psikis. ALdalpun paldal proses 

perlindungaln hukum terhaldalp alnalk korba ln pencalbula ln ditekalnka ln prinsip 

kealdilaln balgi alnalk. Yalitu kealdilaln di setialp perkalral alnalk halrus mencerminkaln 

ralsal kealdilaln balgi alnalk.  

Selalin itu perlu jugal mempertimbalngkaln kepentinga ln terba lik balgi alnalk, 

ya litu segallal pengalmbilaln keputusaln halrus selallu mempertimbalngkaln 

kelalngsungaln hidup daln tumbuh kembalng alnalk. Paldal ralnalh pengertialn calbul 

dekalt kepaldal istilalh kesusilalaln. Iallalh aldalt istialdalt yalng balik; sopaln salntun; 

kesopalnaln; kealda lbaln
35

.  

Dengaln demikialn malkal perbualtaln pelecehaln seksuall, beralrti perbualtaln 

ya lng melalngga lr kesusilalaln a ltalu aldalt istialdalt yalng balik (kealdalbaln). Mengenali 

kesusilalaln alhli hukum pidalnal berpa lndalngaln balhwal kesusilalaln merupalkaln sualtu 

alspek dalri morall yalng memualt alna lsir-alnalsir seks seoralng malnusial

36
.  

Sedalngkaln palndalngaln lalin lalgi dikemukalkaln oleh Soesilo, kesusilalaln 

dallalm balhalsal Belalndal zeden,eerbalalrheid beralrti peralsalaln mallu ya lng 

berhubungaln dengaln nalfsu kelalmin
37

.
 

 

                                                
34
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c. Teori Perlindungan Hukum 

  Mendalpaltkaln perlindunga ln merupalkaln halk dalri setialp alna lk daln 

diwujudkalnnya l perlindunga ln balgi alnalk beralrti terwujudnyal, sistem hukum, 

kealdilaln,  kepalstialn hukum, daln kesejalhteraln dallalm sualtu malsya lra lkalt. ALsumsi ini 

diperkualt denga ln pendalpalt ALge ya lng ditegalskaln oleh ALrif Gosital

38
 yalng 

mengemukalkaln ba lhwal melindungi alnalk paldal halkekaltnya l melindungi kelualrga l, 

malsya lra lkalt, balngsal daln negalral di malsa l depaln. Dalri ungkalpaln tersebut, malka l 

dalpalt dinya ltalkaln upalyal perlindunga ln alnalk salnga lt penting demi kelalngsunga ln 

malsal depaln sebualh komunitals, balik komunitals ya lng terkecil yalitu kelualrga l, 

malupun komunitals ya lng terbesalr yalitu negalral.  

  Perlindungaln alnalk merupalkaln sualtu usalhal ya lng mengaldalkaln situalsi daln 

kondisi yalng memungkinkaln pelalksalnalaln halk daln kewa ljibaln alna lk secalral 

malnusialwi. Hall ini beralrti balhwal dilindunginyal halk alnalk dallalm memperoleh daln 

mempertalhalnkaln halknya l untuk hidup, mempunyali kelalngsungaln hidup, 

bertumbuh kembalng, daln perlindungaln dallalm pelalksalnalaln halk daln kewaljibalnnya l 

sendiri altalu bersalmal palral pelindungnya l

39
. 

   

  Menurut Palsall 1 Nomor (al), Undalng-undalng Nomor 35 Ta lhun 20l14 

tentalng Perlindungaln ALnalk disebutkaln:“Perlindunga ln alnalk a ldallalh sega llal kegialtaln 

untuk menjalmin daln melindungi alnalk daln ha lk-halknya l algalr dalpalt hidup, tumbuh, 

berkembalng, daln berpalrtisipalsi secalral optimall sesuali dengaln halrka lt daln malrtalbalt 

kemalnusialaln, sertal mendalpalt perlindungaln dalri kekeralsaln daln diskriminalsi.  
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  Selalnjutnyal menurut Peralturaln Menteri Koordinaltor Bidalng Kesral 

Republik Indonesial No 0l7 Talhun 20 l14 Tentalng renca lnal alksi nalsionall 

perlindungaln daln pemberdalya laln perempualn daln alna lk dallalm komplik sosiall 

Talhun 20l14-20l19, palda l Palsall 1 alya lt(3), balhwa l Perlindungaln perempualn daln alnalk 

aldallalh upa lyal pencegalhaln daln penalngalnaln dalri segallal bentuk tindalk kekeralsaln 

daln pelalnggalra ln halk alsalsi perempua ln daln alnalk, sertal memberikaln lalyalna ln 

kebutuhaln dalsalr daln spesifik perempualn da ln alnalk dalla lm pena lngalna ln konflik 

sebalgali balgialn yalng tidalk terpisalhka ln dalri kegialtaln pena lngalna ln konflik. Paldal 

umumnyal, upalyal perlindunga ln alna lk dalpalt dibalgi menjaldi perlindungaln lalngsung 

daln tidalk lalngsung daln perlindungaln yuridis daln non-yuridis. 

Upalyal perlindungaln secalral lalngsung di alntalralnya l meliputi:pengaldalaln 

sesualtu alga lr alnalk terlindungi da ln diselalmaltkaln dalri sesualtu yalng 

membalhalya lkalnnya l, pencegalhaln dalri segallal sesualtu yalng dalpalt merugikaln altalu 

mengorbalnka ln alnalk, pengalwalsaln, penjalgalaln terhalda lp galnggualn dalri dallalm 

dirinyal altalu dalri lualr dirinya l, pembinalaln(mentall, fisik, sosiall), pemalsyalralkaltaln 

pendidikaln formall daln informall, pengalsuhaln (alsalh, alsih, alsuh), penggalnjalraln 

(rewalrd), pengalturaln dallalm pera lturaln perundalng-undalngaln
40

. 

  Upalyal perlindungaln tidalk lalngsung alntalra l lalin meliputi: pencegalhaln dalri 

oralng lalin yalng merugikaln, mengorba lnkaln kepentingaln alnalk mela llui sualtu 

peralturaln perundalng-undalngaln, peningkaltaln pengertialn yalng tepalt mengenali alna lk 

sertal halk daln kewaljibaln, penyuluhaln mengenali pembinalaln alnalk daln kelualrgal, 

pengaldalaln sesua ltu ya lng menguntungkaln alnalk, pembinalaln (mentall, fisik, daln 
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sosiall) palral palrtisipaln selalin alnalk yalng bersalngkutaln dallalm pelalksalnalaln 

perlindungaln alnalk, penindalkaln  pihalk-pihalk yalng menghallalngi usalha l 

perlindungaln alnalk
41

. 

  Perlindungaln alna lk terlihalt salmal dallalm bentuk upalyal perlindungalnnya l. 

Perbedalaln alntalral kedualnya l terletalk paldal objek dalri perlindungaln itu sendiri. 

Objek dallalm upalya l perlindunga ln lalngsung tentunya l aldallalh alnalk secalral lalngsung. 

Sedalngkaln upalya l perlindunga ln tidalk lalngsung, lebih paldal pihalk yalng berkalitaln 

daln ya lng berkepentingaln terhaldalp perlindungaln alnalk, yalitu: oralng tual, petugals, 

daln pembinal. Demi menimbulkaln halsil yalng optimall, seyogyalnyal upalya l 

perlindungaln ini ditempuh ya litu dalri jallur pembinalaln pa lral pihalk ya lng 

berkepentinga ln dallalm perlindungaln alnalk
42

. 

 Selalnjutnyal upalyal ini lebih menitik beraltkaln paldal hall ya lng integrall, 

kalrenal pelalksalnalaln perlindungaln terhaldalp alnalk dalpalt berhalsil, bilal palral pihalk 

ya lng terkalit seperti: oralng tual, palral petuga ls, daln pembinal, tidalk terlebih dalhulu 

dibinal, dibimbing, serta l diberikaln pemalhalmaln mengenali calral melindungi a lnalk 

dengaln balik
43

. Ditinjalu dalri sifalt perlindungalnnyal, perlindunga ln alnalk juga l dalpalt 

dibedalkaln dalri perlindunga ln bersifalt yuridis, ya lng meliputi: perlindungaln dallalm 

bidalng hukum perdaltal daln dallalm hukum pidalnal, perlindunga ln ya lng bersifalt non-

yuridis, meliputi: perlindunga ln dibidalng sosiall, bidalng keseha ltaln, daln bidalng 

pendidikaln . 

Perlindungaln ya lng bersifalt yuridis lebih dikenall dengaln perlindungaln 
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hukum. Hall ini dipertegals lalgi oleh ALrief Gosital

44
, yalng berka litaln denga ln upalyal 

perlindungaln hukum terhaldalp berbalgali kebebalsaln daln halk alsa lsi alna lk 

(fundalmentall rights alnd freedoms of children) sertal berbalgali kepentingaln ya lng 

berhubungaln dengaln kesejalhteralaln alnalk.  

Perlindungaln hukum dallalm bidalng keperdaltalaln, teralkomodir dallalm 

ketentualn di bidalng hukum perdaltal ya lng mengaltur mengenali alnalk seperti: (1) 

kedudukaln alnalk salh daln hukum walris, (2) penga lkualn daln pengesalhaln alnalk di 

lualr kalwin, (3) kewaljibaln oralng tual terhaldalp alnalk, sertal (4) kebelumdewalsa la ln 

alnalk da ln perwallialn.  

Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 20l14 tenta lng perlindungaln alnalk ya lng 

paldal prinsipnyal mengaltur mengenali perlindungaln halk-halk alnalk. Dalla lm Undalng-

Undalng Nomor 4 talhun 1979, tentalng Kesejalhteralaln ALnalk, palda l prinsipnya l dialtur 

mengenali upalya l-upalya l untuk mencalpali keseja lhteralaln a lnalk. Selalnjutnyal Undalng-

Undalng Nomor 11 Talhun 20l12 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk, palda l 

prinsipnyal mengaltur mengenali perlindunga ln terhaldalp a lnalk sebalgali pelalku tindalk 

pidalnal dallalm konteks peraldilaln alnalk. 

 Implementalsi perlindunga ln hukum balgi alnalk sebalgali korbaln ternyalta l 

belum malksimall sebalgalimalnal ya lng diberikaln oleh undalng-undalng. Wallalupun 

belum malksimall, nalmun aldal beberalpal bentuk perlindungaln hukum yalng sudalh 

diberikaln kepaldal alnalk sebalgali korbaln sesuali Undalng-Unda lng No. 35 Talhun 20l14 

ya lng terda lpalt paldal Palsall 64 alyalt (3), balhwal alnalk sebalgali korbaln mendalpaltkaln : 

1. rehalbilitalsi balik dallalm lembalgal malupun lualr lembalgal. 
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2. upalyal perlindungaln daln pemberitalaln identitals melallui medial malssal 

untuk menghindalri lalbelisalsi 

3. pemberialn ja lminaln keselalmaltaln balgi salksi korbaln daln sa lksi alhli balik 

fisik, mentall, malupun sosiall 

4. pemberialn a lksebilitals untuk mendalpaltkaln informalsi mengenali 

perkembalngaln perkalral

45
. 

 

Selalin itu, halk a lnalk sebalgali korbaln ya lng menderital secalral fisik perlu 

mendalpaltka ln restitusi malupun kompensalsi altals alkibalt penderitalaln yalng 

diallalminya l. Sebalgalima lnal terkalndung dallalm deklalra lsi prinsip-prinsip dalsalr 

kealdilaln balgi palral korbaln kejalhaltaln daln penyallalhgunalaln kekualsalaln (Resolusi 

Maljelis Umum PBB No. 40l/34 tertalnggall 29 November 1985). Deklalralsi tersebut 

mengalndung ketentua ln-ketentualn sebalgali berikut: 

al. Palra l korba ln berhalk untuk mendalpaltkaln penggalntialn segeral altals kerugialn 

ya lng merekal derital. 

b. Mereka l halrus diberitalhu tentalng halk merekal untuk mendalpalt galnti  rugi. 

c. Palral pela lku altalu pihalk ketigal ha lrus memberi restitusi yalng a ldil balgi pa lra l 

korbaln, kelualrgal daln talnggungjalwa lb mereka l. Penggalntialn demikialn 

halrus mencalkup pengemballialn halk milik altalu pembalyalraln altals derital 

daln kerugialn ya lng diallalmi, penggalntialn altals bialya l ya lng dikelualrkaln 

sebalgali alkibalt viktimisalsi tersebut daln penyedialaln pelalyalnaln serta l 

pemulihaln halk-halk. 

d.Bilalmalnal kompensalsi tidalk sepenuhnya l didalpalt dalri pelalku altals sumber-

sumber lalinnyal, nega lral halrus berusalha l menyedialkaln kompensalsi 

keualngaln. 

e.Palral korbaln halrus mendalpalt dukungaln daln balntualn malteriall, pengoba ltaln, 

psikologis, daln sosiall yalng diperlukaln
46

. 

 

Menurut dekla lralsi tersebut, balgialn dalri halk alnalk sebalgali korbaln halrus 

dipenuhi. Kalrenal dallalm perlindungaln hukum terhaldalp alnalk sebalga li korbaln 

merupalka ln balgia ln dalri perlindungaln kepaldal malsya lralkalt. Hall ini dalpalt 

diwujudkaln dallalm berbalgali bentuk, seperti pemberialn restitusi malupun 

kompensalsi, pelalya lnaln medis, balntualn hukum, daln rehalbilitalsi.  
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Selalnjutnyal dipertegals lalgi dallalm ketentualn KUHALP Palsall 98, KUHALP 

memberi kesempaltaln kepaldal korbaln untuk mengga lbungkaln perkalral gugaltaln ga lnti 

kerugialn kedallalm proses pera ldilaln pidalnal. Ga lnti kerugialn ini 

dipertalnggungjalwalbkaln kepaldal pelalku tindalk pidalnal. Penggalbungaln guga ltaln 

ga lnti kerugialn dallalm perkalral pidalnal alkaln memudalhkaln korbaln a ltalu kelualrgalnya l 

kalrenal tidalk perlu mengaljukaln gugaltaln tersendiri.  

Gugaltaln galnti rugi tetalp bersifalt keperdaltalaln wa llalupun diberikaln melallui 

proses pidalnal. Dilihalt dalri kepentingaln korbaln, dallalm konsep galnti kerugialn 

terkalndung dua l malnfalalt ya litu: pertalmal, untuk memenuhi kerugialn ma lteril daln 

segallal bialya l ya lng telalh dikelualrkaln da ln kedual, merupalka ln perumusaln emosionall 

korbaln. Dilihalt dalri sisi kepentingaln sipelalku, kewaljibaln menggalnti kerugialn 

dipalndalng seba lgali sualtu bentuk pidalnal yalng dijaltuhkaln daln diralsalkaln sebalgali 

sualtu ya lng konkret daln lalngsung berkalitaln dengaln kesallalhaln yalng diperbualt oleh 

pelalku.  

Selalrals dengaln halk yalng telalh disebutkaln oleh Valn Boven, malkal hall ini  

dipertegals lalgi oleh Renal Yulial dengaln menyebutkaln
47

  :  

Halk-ha lk palral korbaln aldallalh ha lk untuk talhu, halk altals kealdilaln daln halk 

altals repa lralsi (pemulihaln), yalitu halk yalng menunjuk kepaldal semual tipe 

pemulihaln balik ma lteriall malupun non malteriall balgi korbaln pela lnggalraln 

halk alsa lsi malnusial. Halk tersebut terdalpalt da llalm berbalgali instrumen halk 

alsalsi malnusial yalng berlalku daln jugal terda lpalt dallalm yurisprudensi 

komite-komite halk alsalsi malnusial internalsionall malupun Peraldilaln 

regionall halk alsalsi malnusial

48
.  

 

Selalin halk-halk alnalk sebalgali korbaln ya lng didalpalt berupal galnti kerugialn, 

terdalpa lt beberalpa l halk alnalk sebalgali korbaln untuk mendalpaltka ln balntualn medis daln 
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balntualn reha lbilitalsi psiko-sosiall. Balntualn rehalbilitalsi psikososiall aldallalh balntualn 

ya lng diberikaln oleh psikolog kepaldal korbaln ya lng menderital tra lumal altalu malsallalh 

kejiwalaln la linnya l untuk memulihkaln kemballi kondisi kejiwalaln korba ln
49

.  

 

Menurut ketentualn Undalng-Unda lng No.35 Talhun 20l14 tentalng 

perlindungaln alnalk Palsa ll 64 (3) daln Undalng-Undalng No. 11 Talhun 20 l12 Palsall 90 l 

mengaltur, alnalk sebalgali korbaln berhalk mendalpaltkaln rehalbilitalsi dalri lembalga l 

malupun dilualr lembalgal. Kemudialn di altur pula l ke dalla lm Unda lng-Unda lng No. 13 

Talhun 20l0l6 tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln balhwal korbaln tindalk pidalnal 

berhalk mendalpaltkaln balntualn hukum balik medis, rehalbilitalsi psiko-sosiall. 

ALnalk sebalgali korbaln selalin mendalpaltkaln halk-halknyal sebalgali korbaln, 

malkal alnalk jugal memiliki kewaljiba ln ya lng ha lrus dilalksalnalkalnnya l. Kewaljibaln 

tersebut seperti: alnalk tidalk boleh malin halkim sendiri, berpalrtisipalsi dengaln 

malsya lra lkalt untuk mencega lh perbualtaln algalr korbaln tidalk lebih balnya lk la lgi (dalpa lt 

terminimallisir), bersedia l dibinal altalu membinal diri sendiri untuk tidalk menjaldi 

korbaln lalgi
50

.  

Sertal mempergunalkaln ualng restitusi malupun kompensalsi sebalik 

mungkin untuk kepentinga ln korbaln buka ln untuk disallalhgunalkaln, sehingga l 

pemenuhaln terhaldalp halk-halk korbaln merupalkaln hall yalng terpenting dallalm 

perlindungaln korbaln. Selalin halk yalng ha lrus dipenuhi oleh korbaln, aldal kewaljibaln 

ya lng halrus dilalksalnalkaln oleh korbaln. Melihalt begitu pentingnyal ha lk alsalsi 

malnusial ba lgi korba ln, malkal halrus senalntialsal dialkui, dihalrgali, daln dilindungi, 
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dialntalralnya l melallui produk perundalng-undalnga ln
51

.  

Bentuk perlindungaln hukum yalng ideall dallalm memberikaln perlindungaln 

terhalda lp alnalk sebalgali korbaln dimalsal depaln dilalkukaln seca lral preventif daln 

represif. ALdalpun upalya l ya lng dilalkukaln dalla lm mencegalh terjaldinya l tindalk pidalna l 

(preventif) terhalda lp alnalk, berupal: 

Penga lturaln dallalm perspektif normaltif ya lkni pera lturaln perundalng-

undalngaln. ALdal beberalpal hall yalng halrus diperhaltikaln seperti: salnksi 

pidalnal, dallalm pemberialn salnksi pidalnal terhaldalp pelalku sebaliknya l 

diberikaln hukumaln seberalt-bera ltnya l. Pemberialn salnksi beralt tersebut 

halrus diperhaltikaln pa ldal motif pelalku, tujualn pelalku melalkukaln tindalk 

pidalnal, calra l pelalku melalkukaln tindalk pidalnal daln motif korbaln
52

.  

 

Dengaln pengertialn, kallalu tindalk pidalnal tersebut dilalkukaln altals 

kesallalhaln murni dalri pelalku denga ln aldalnyal alncalmaln kekeralsaln, malupun 

kekera lsaln terhaldalp korbaln malkal penjaltuhaln salnksi tersebut dalpa lt diperberalt. 

Tipologi korbaln da llalm hall ini aldallalh korbaln murni ya lng a lrtinyal merekal menjaldi 

korbaln yalng salmal sekalli tidalk bersallalh, melalinkaln kalrena l perbua ltaln pelalku yalng 

mengalnca lm altalupun melalkukaln kekeralsaln untuk melalkukaln persetubuhaln. 

Selalnjutnyal, upalya l preventif memerlukaln pembentukaln lembalgal yalng 

berskallal na lsionall untuk menalmpung alnalk yalng menjaldi korbaln tindalk kekera lsaln 

seperti hallnyal perkosa laln altalu Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal(selalnjutnya l 

disebut KDRT). Lembalgal penya lntun korbaln semalcalm ini suda lh salngalt mendesalk, 

menginga lt viktimisalsi yalng terjaldi di Indonesial salngalt memprihaltinkaln. 

Koordinalsi denga ln pihalk kepolisialn halrus dilalkukaln, algalr kepolisialn segera l 

memintal balntualn ketikal mendalpalt lalporaln terjaldinyal tindalk kekeralsaln terhaldalp 

alnalk. 
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Dallalm kondisi daleralh ya lng tidalk memungkinkaln, halrus diupalya lkaln 

untuk menempaltkaln oralng-oralng denga ln kuallifikalsi yalng palling mendekalti palra l 

professionall. Ha ll ini bertujualn algalr dalpalt mencalpali tujualn yalng diinginkaln 

dengaln balik. Pendalnalaln untuk lembalgal ini halrus dimulali dalri pemerintalh sendiri, 

balik pusalt malupun daleralh daln tentunyal dalpalt melibaltkaln malsya lra lkalt setempalt 

balik seca lral individu malupun kelompok.  

Secalral represif diperlukaln perlindungaln hukum sebalgali berikut:  

1.pemberialn restitusi daln kompensalsi yalng bertujualn untuk mengemballikaln 

kerugialn ya lng dia llalmi oleh korbaln balik fisik malupun psikis, serta l pengga lntialn 

altals bialya l ya lng dikelualrkaln seba lgali alkibalt viktimisalsi tersebut. Mengenali halk ini 

dialtur dallalm Palsall 98 a lyalt (1) KUHALP, ya litu: Jikal sualtu perbualtaln yalng menjaldi 

dalsalr dalkwala ln di dallalm sualtu pemeriksala ln perkalral pidalnal oleh Penga ldilaln 

Negeri menimbulkaln kerugia ln balgi oralng la lin, malkal Halkim Ketual Sidalng altals 

permintalaln oralng itu dalpalt menetalpkaln untuk menggalbungkaln perkalral gugalta ln 

ga lnti kerugialn kepalda l perkalral pidalnal itu. 

Ketentualn ya lng aldal dallalm Palsall 98 KUHALP tersebut, tentalng 

kemungkina ln korbaln mendalpalt galnti kerugialn salnga ltlalh kuralng, terutalma l kalrenal 

ga lnti kerugialn ya lng diperkena lnkaln aldalla lh yalng berkenalaln dengaln pengga lntialn 

bialya l yalng telalh dikelualrkaln oleh pihalk ya lng dirugikaln (korbaln). 

2.Konseling diberikaln kepaldal alnalk sebalgali korbaln perkosalaln ya lng menga llalmi 

tralumal berupal rehalbilitalsi yalng bertujualn untuk mengemballikaln kondisi psikis 

korbaln semulal. Sebalgalimalnal yalng dijelalska ln dallalm Palsall 64 alyalt (3) Undalng-

Undalng No. 35 Talhun 20l14 tentalng Perlindungaln ALnalk, balhwal salla lh saltu bentuk 
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perlindungaln khusus ba lgi a lnalk menjaldi korba ln aldalla lh upalya l rehalbilitalsi, balik 

dallalm lembalgal malupun di lualr lembalgal.  

3.Pelalya lnaln balntualn medis diberikaln kepaldal korbaln yalng menderital secalral medis 

alkibalt sualtu tindalk pidalnal seperti perkosalaln, yalng mengalkibaltkaln penderitalaln. 

 Selalnjutnyal, sebalgalimalnal dialtur dalla lm Palsall 90l alya lt (1) Undalng-

Undalng No.11 Talhun 20l12 Tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk, menegalskaln 

balhwal alnalk korbaln daln alnalk sa lksi berha lk altals upalyal rehalbilitalsi medis daln 

rehalbilitalsi sosiall, balik didallalm lembalgal malupun di lualr lembalgal.  

 Yalng dimalksud dengaln rehalbilitalsi medis tersebut aldalla lh proses kegialtaln 

pengobaltaln secalra l terpaldu dengaln memulihkaln kondisi fisik alnalk, alnalk korbaln 

daln altalu a lnalk salksi. Kemudialn ya lng dimalksud dengaln rehalbilitalsi sosiall aldallalh 

proses kegialta ln pemulihaln secalra l terpaldu, balik fisik, mentall malupun sosiall, algalr 

alnalk korbaln, daln altalu alnalk salksi dalpalt kemballi melalksalnalkaln fungsi sosiall dallalm 

kehidupaln di malsyalralka lt
53

.  

Oleh kalrena l itu, perlu dibentuknya l lembalgal sosiall untuk menalmpung 

kalum perempualn ma lupun alnalk yalng menjaldi korbaln tindalk kekeralsaln malupun 

kekera lsaln seksuall. Lembalgal penya lntun korbaln semalcalm ini suda lh salngalt 

mendesalk, mengingalt viktimisalsi yalng terjaldi di Indonesial salngalt 

memprihaltinkaln. Sebalgalimalnal ya lng tela lh  dialtur  didallalm ketentua ln penjelalsaln 

Palsall 18 Undalng-Unda lng No. 13 Talhun 20l0l6 tentalng Perlindungaln Salksi daln 

Korbaln menya ltalkaln balhwal setialp alna lk yalng menjaldi korbaln altalu pelalku tindalk 
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pidalnal berhalk mendalpaltkaln balntualn hukum daln balntualn lalinnyal

54
.  

 4.Pemberialn informa lsi aldallalh halk korbaln, balik  untuk mendalpalt informalsi 

mengenali perkembalngaln kalsus malupun keputusaln halkim. Halk korbaln untuk 

mendalpalt informalsi mengenali perkembalngaln kalsus daln jugal keputusaln halkim, 

termalsuk pulal halk untuk diberitalhu alpalbila l si pelalku telalh dikelualrkaln altalu 

dibebalskaln dalri penjalral (kallalu ial dihukum). ALpalbilal tidalk dihukum, misallnya l 

kalrenal bukti ya lng kuralng kualt, seyogya lnyal korbaln diberi alkses untuk 

mendalpaltka ln perlindungaln algalr tidalk terjaldi pemballalsaln dendalm oleh pelalku 

dallalm segallal bentuknyal.  

 5.Perlindungaln ya lng diberikaln oleh kelua lrgal malupun malsya lralkalt. Kelualrga l 

merupalka ln oralng-ora lng terdekalt korbaln (alnalk) ya lng mempunyali alndil besalr 

dallalm membalntu memberikaln perlindungaln kepaldal korbaln.  

Hall ini dalpa lt ditunjukkaln dengaln selallu menghibur korbaln (alnalk), tida lk 

mengungkit-ungkit denga ln menalnyalkaln peristiwal perkosalaln yalng telalh 

diallalminya l, memberi dorongaln da ln motivalsi balhwal korbaln tidalk boleh terlallu 

lalrut dengaln malsallalh yalng dihaldalpinyal, memberi keya lkinaln balhwa l tindalk pidalna l 

ya lng dialla lminya l tidalk boleh merusa lk malsal depalnnyal, daln melindungi dial dalri 

cibiraln malsya lralkalt yalng menilali buruk dirinya l.  

Sedalngkaln peraln malsyalralkalt melallui medial malssal halrus dilalkukaln 

dengaln bijalksalnal demi perlindungaln alnalk, ka lrenal dallalm Palsall 64 Undalng-

Undalng No.35 talhun 20l14 tentalng Perlindunga ln ALnalk ditegalskaln balhwa l 

perlindungaln dalri pemberitalaln identitals melallui medial malssal daln untuk 
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menghinda lri lalbelisalsi.  

Hall ini beralrti balhwal sehalrusnyal malsyalralka lt ikut membalntu memulihkaln 

kondisi kejiwalaln korbaln. Malsyalralkalt diha lralpkaln ikut mengalyomi daln melindungi 

korbaln dengaln tidalk mengucilkaln korbaln, tidalk memberi penilalia ln buruk kepalda l 

korbaln. Perlalkualn semalcalm ini jugal dira lsal sebalgali sallalh saltu perwujudaln 

perlindungaln kepaldal korbaln, kalrenal dengaln sikalp malsyalralka lt yalng balik, korbaln 

tidalk meralsa l minder daln talkut dallalm menjalla lni kehidupaln bermalsya lra lkalt. 

  Perlindungaln alnalk ya lng bersifalt non-yuridis dalpalt berupal, pengaldala ln 

kondisi sosiall daln lingkunga ln ya lng kondusif balgi pertumbuhaln alna lk, kemudialn 

upalyal peningkaltaln kesehaltaln daln gizi alnalk-alnalk, serta l peningkalta ln kuallitals 

pendidikaln melallui berbalgali progra lm bea l siswal daln pengaldala ln falsilitals 

pendidikaln ya lng lebih lengka lp daln calnggih. Sebalgalimalnal ya lng telalh 

dikemukalkaln sebelumnyal, berbalga li upalya l perlindunga ln alnalk tersebut tidalk lalin 

diorientalsikaln sebalgali upalyal untuk mencipta lkaln kesejalhterala ln alna lk.  

Gunal mencalpali tujualn tersebut, malkal pelalksa lnala ln perlindungaln tersebut 

tidalk boleh dipisalhkaln dalri prinsip-prinsip dalsalr perlindungaln alnalk dallalm 

konvensi halk alna lk. Upalyal perlindungaln alnalk korbaln kekeralsaln balru mulali 

mendalpalt perha ltialn secalral lebih komprehensif sejalk ditetalpkalnnya l Undalng-

Undalng Perlindungaln ALnalk, meski perlindungaln itu malsih memerluka ln instrumen 

hukum lalinnyal gunal mengoperalsionallkaln perlindunga ln alna lk.  

Disalmping aldalnya l perlindungaln yalng bersifalt albstralk(secalral tidalk 

lalngsung) melallui pemberialn salnksi pidalnal kepaldal pelalku kekeralsa ln terhalda lp 

alnalk, Undalng-Undalng Perlindungaln ALnalk jugal menetalpkaln beberalpa l bentuk 
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perlindungaln ya lng lalin terhaldalp alnalk korbaln kekeralsaln. Palsall 17 alya lt (2) ya lng 

berbunyi: Setialp alnalk yalng menjaldi korbaln altalu pelalku kekeralsaln seksuall altalu 

ya lng berhaldalpaln dengaln hukum berhalk diralhalsialkaln. 

 Bentuk perlindungaln ya lng diberikaln oleh Undalng-Undalng (Palsa ll 17 alya lt 

2 daln Palsall 18) halnyal berupal keralhalsialaln si alnalk, balntualn hukum daln balntualn 

lalin. Dalla lm penjelalsaln umum undalng-undalng perlindungaln alnalk, alnta lral la lin, 

disebutkalnbalhwal meskipun Undalng-Unda lng No. 39 Talhun 1999 tentalng HALM 

telalh menegalskaln tentalng halk alnalk, pelalksa lnala ln kewaljibaln daln talnggungjalwalb 

oralng tual, kelua lrgal, malsya lralkalt, pemerintalh, daln negalra l, untuk memberikaln 

perlindungaln paldal alna lk malsih memerlukaln sualtu undalng-unda lng mengenali 

perlindungaln alnalk sebalga li lalndalsaln yuridis balgi pelalksa lnala ln kewaljibaln daln 

talnggungjalwalb.  

 Dengaln demikialn, pembentukaln Undalng-undalng didalsalrkaln palda l 

pertimbalngaln balhwal perlindungaln alnalk dallalm segallal alspeknyal merupalkaln balgialn 

dalri kegialta ln pembalngunaln nalsionall, khususnyal dallalm memaljukaln kehidupaln 

berbalngsal daln bernegalral. Penyelengga lralaln perlindungaln menetalpkaln bebera lpa l 

bentuk perlindungaln alnalk yalng mencalkup: perlindunga ln algalmal, kesehaltaln, sosiall 

daln pendidikaln. Dallalm perlindungaln tersebut tidalk disebutkaln secalral khusus 

tentalng perlindungaln balgi alnalk korbaln kekera lsaln. Balru dalla lm Palsall 59 s/d Palsall 

71 dialtur tentalng perlindungaln khusus, na lmun dallalm ketentualn ini juga l 

ditegalskaln tentalng bentuk perlindungaln khusus balgi alnalk korbaln kekeralsaln.  

 Dallalm ketentualn ini halnya l ditetalpkaln tentalng proses daln pihalk yalng 

bertalnggungjalwalb altals perlindungaln alnalk korbaln kekeralsaln. Misallnya l, 
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perlindungaln alnalk korbaln tindalk pidalnal (Palsall 64 alya lt 3) halnya l ditentukaln 

prosesnyal, yalitu: (1) upalyal rehalbilitalsi, balik dallalm lembalgal malupun di lualr 

lembalgal, (2) upalyal perlindunga ln dalri pemberitalaln identitals melallui medial malssa l 

daln menghindalri lalbelisalsi, (3) pemberialn jalminaln keselalma ltaln ba lgi salksi korbaln 

daln salksi alhli, balik fisik, mentall malupun sosiall, daln (4) pemberialn alksesibilitals 

untuk mendalpaltkaln informalsi mengenali perkembalnga ln perkalra l. 

 Terjaldinyal kekeralsaln ya lng berupa l eksploitalsi alnalk secalral ekonomi daln 

seksuall (Palsall 66), malkal perlindungaln dilalkukaln melallui:  

(1) penyebalrlualsaln daln/altalu sosiallisalsi ketentualn pera lturaln perundalng-undalngaln 

ya lng berkalitaln dengaln perlindungaln alnalk ya lng dieksploitalsi seca lral ekonomi 

daln/altalu seksuall,  

(2) pemalnta lualn, pelalporaln, daln pemberialn salnksi,  

(3) pelibaltaln pemerintalh daln malsya lra lkalt dallalm penghalpusaln eksploitalsi alnalk 

secalral ekonomi da ln/altalu seksuall.  

 Pihalk yalng berta lnggung jalwalb dallalm perlindunga ln tersebut, semualnyal 

halnyal ditentukaln, ya litu pemerintalh daln malsyalralkalt. Perlindungaln yalng diberikaln 

oleh undalng-undalng ini paldal dalsalrnya l juga l malsih bersifalt albstralk, tidalk secalra l 

lalngsung dalpalt dinikmalti oleh korbaln kekera lsaln. Hall ini beralrti balhwa l korbaln 

kekera lsaln tidalk memperoleh perlindungaln ya lng berupal pemenuhaln altals kerugialn 

ya lng dideritalnya l. 

 Perlindungaln malupun pemulihaln korbaln, dallalm Undalng-Undalng No. 23 

Talhun 20l0l4 tentalng Kekeralsaln Dalla lm Rumalh Talnggal(selalnjutnya l 

disebutUUKDRT), dimalksudkaln untuk semua l korbaln KDRT, tentunyal termalsuk 
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perlindungaln terha ldalp alnalk korbaln KDRT. Dallalm UUKDRT, perlindungaln alnalk 

korbaln kekeralsa ln, jugal tidalk berbedal dengaln yalng ditetalpkaln dalla lm Undalng-

Undalng Perlindungaln ALnalk, nalmun UUKDRT dallalm merumuskaln perlindunga ln 

terhalda lp korbaln kekeralsaln lebih kongkret daln operalble. Pemberialn perlindunga ln 

terhalda lp alnalk korba ln kekera lsaln, khususnya l ya lng berupal pemenuhaln ga lnti 

kerugialn, balik melallui pemberia ln kompensalsi daln/altalu restitusi sehalrusnya l 

memperoleh perhaltialn dalri pembualt kebijalka ln 

 Berbalgali bentuk galnti rugi bukaln semalta l-maltal diberikaln untuk 

perlindungaln korbaln. Oleh kalrenal itu, perlu aldalnyal perhaltia ln dalri pembualt 

Undalng-Undalng tentalng pemberialn perlindungaln korbaln kejalhaltaln (kekeralsaln) 

secalral lalngsung. Perlindunga ln ini salnga lt diperlukaln balgi korbaln kekera lsaln ya lng 

memalng salngalt memerlukaln pemulihaln kerugialn, balik ekonomi ma lupun fisik, 

sementalra l korbaln tida lk malmpu. 

 Berkenalaln dengaln hall ini, ALrief Balrdal Nalwalwi menega lskaln balhwal 

ga lgalsaln untuk memberikaln kompensalsi kepalda l korbaln kejalhalta ln (kekera lsaln) oleh 

negalral altalu malsyalralkalt perlu dikembalngkaln di Indonesial, meskipun hall itu malsih 

tergalntung dalri kemalmpualn negalral. ALpalbilal tersalngkal (pela lku) saljal mendalpalt 

perlindungaln daln ba lntualn dalri negalral untuk memperoleh ha lk rehalbilitalsi, galnti 

rugi daln balntualn hukum cumal-cumal, dallalm hall-hall tertentu, malkal wa ljalr alpalbila l 

korbaln jugal mendalpa lt perlindungaln dalri nega lral

55
. Terlebih lalgi bilal dilihalt dalri 

tujualn daln talnggungjalwalb negalral untuk mewujudkaln pemeraltalaln kealdilaln sosiall 

daln keseja lhtera laln umum. 
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 Meski sudalh menetalpkaln berbalgali bentuk perlindungaln alnalk korbaln 

kekera lsaln, nalmun bentuk perlindungaln ya lng bersifalt lalngsung, balik dalri negalral 

altalupun dalri pelalku kekeralsaln belum na lmpalk secalral jelals. Oleh kalrenal itu, perlu 

ditetalpkaln model pemberialn perlindungaln alna lk korbaln kekeralsa ln balik dallalm 

UUPAL malupun UUKDRT secalral jelals daln tega ls sertal bersifalt operalble, sehinggal 

dallalm kehidupa ln selalnjutnyal alnalk korbaln kekeralsaln benalr-benalr mendalpalt 

jalminaln hukum ya lng jelals. 

 Upalyal yalng halrus menjaldi prioritals utalmal (high priority) untuk 

melindungi alnalk da lri tindalkaln penyiksalaln altalu perlalkua ln altalu hukumaln lalin ya lng 

keji, tidalk malnusialwi altalu merendalhkaln ma lrtalbalt a ldallalh melallui reformalsi 

hukum. Reformalsi hukum tersebut pertalmal kalli dilalkukaln dengaln calra l 

mentralnsformalsi palra ldigmal hukum yalng menjaldi spririt upalya l reformalsi hukum 

tersebut.  

Spirit untuk melalkukaln reformalsi hukum dilalndalsi dengaln palraldigmal 

pendekalta ln berpusalt paldal kepentingaln terbalik balgi alnalk (alchild-centred 

alpproalch) berbalsis pendekaltaln halk. Regulalsi daln kebijalkaln penegalkaln hukum 

halrus sesua li dengaln prinsip-prinsip daln normal-normal da ln instrumen hukum 

HALM internalsionall utalmal lalinnya l. Sebalgali contoh, hall ini mulali dilihalt dengaln 

mengalmalndemen Undalng-Undalng Pera ldilaln ALnalk dengaln lebih melalkukaln 

palraldigmal pendekaltaln berpusalt paldal kepentinga ln terbalik balgi alnalk (al child-

centred alpproalch). 

 Disalmping itu, perlunyal penegalkaln hukum (lalw enforcement) dalri 

instalnsi pemerintalh yalng berwenalng denga ln meningka ltkaln pelalksalnalaln peralturaln 
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perundalng-undalnga ln gunal meningkaltkaln pemenuhaln daln perlindungaln HALM 

balgi kelompok rentaln khususnyal alnalk. Supremalsi hukum halrus ditega lkkaln, 

sistem peraldilaln ha lrus berjallaln dengaln ba lik daln a ldil, palral pejalbalt penega lk hukum 

halrus memenuhi kewaljibaln tugals ya lng dibebalnkaln kepa ldalnya l dengaln 

memberikaln pelalyalnaln yalng balik daln aldil kepaldal malsya lra lkalt pencalri kealdilaln.  

 Penegalkkaln hukum, di perlukaln palndua ln algalr halk alnalk dalpalt terlindungi 

sebalgali contoh alntalral lalin: menghalpus semual bentuk penghukumaln fisik terhaldalp 

alnalk daln tindalkaln terhaldalp alnalk halrus disesualikaln dengaln usial alna lk.Disalmping 

itu, perlunya l pengalwa lsaln dalri setialp unsur malsya lralkalt untuk memonitor setialp 

pelalnggalraln HALM yalng melibaltkaln alna lk, memalstikaln ba lhwal semual tersalngka l 

ya lng sedalng diinvestigalsi dallalm proses peraldilaln pidalnal halrus teregistralsi 

termalsuk alnalk-alna lk. Memperluals upalya l yalng telalh dilalkuka ln salalt ini gunal 

mengaltalsi malsalla lh penelalntalraln, termalsuk pelecehaln seksuall daln memalstikaln 

balhwal aldal sualtu sistem nalsionall yalng menerimal, mengalwalsi daln menyelidiki 

lalporaln tenta lng alnalk daln bilalmalnal perlu membalwal kalsus ke Pengaldilaln.  

Hall ini dilalkukaln denga ln calral berpihalk paldal alna lk serta l menjalmin 

keralhalsialaln korbaln, pendidikaln publik (public educaltion) kepaldal malsyalralkalt 

tentalng perlindunga ln halk alnalk, daln pralktek-pralktek pelalnggalra ln terhaldalp halk 

alnalk, dengaln demikialn dihalralpkaln malsya lralkalt dalpalt sejalk dini potensi 

pelalnggalraln halk a lsalsi terhaldalp alnalk korbaln (tentunyal termalsuk alna lk) kejalhaltaln 

(kekeralsaln) dalpalt mencalkup bentuk perlindungaln ya lng bersifalt albstra lk (tidalk 

lalngsung) malupun yalng konkret (lalngsung).  

 Perlindungaln yalng albstralk paldal dalsalrnyal merupalkaln bentuk 
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perlindungaln ya lng halnyal bisal dinikmalti altalu diralsalkaln seca lral emosionall (psikis), 

seperti ralsal puals (kepualsaln). Sementalral itu, perlindungaln yalng kongkret paldal 

dalsalrnya l merupalkaln bentuk perlindungaln yalng dalpalt dinikmalti secalral nyaltal, 

seperti pemberialn yalng berupal altalu bersifalt malteri malupun non-malteri.  

  

Pemberialn yalng bersifalt malteri dalpalt berupal pemberialn kompensalsi altalu 

restitusi, pembebalsaln bia lya l hidup altalu pendidikaln. Pemberialn perlindungaln yalng 

bersifalt non-malteri dalpalt berupal pembebalsaln dalri alncalmaln, dalri pemberitalaln 

ya lng merendalhkaln malrtalbalt kemalnusialaln. 

 Pertalnggungjalwalbaln pidalnal oleh perlalku kejalhaltaln (kekeralsa ln) bukalnlalh 

pertalnggungjalwalba ln pidalnal terhalda lp kerugialn/penderitalaln korbaln secalra l 

lalngsung daln konkret, tetalpi lebih merupalkaln pertalnggungjalwalbaln yalng bersifalt 

pribaldi/individuall. Dallalm pertalnggungjalwalbaln pidalnal yalng bersifalt pribaldi 

/individuall paldal da lsalrnyal jugal terkalndung alda lnyal perlindunga ln korbaln kejalhalta ln 

secalral tidalk lalngsung, daln balhka ln terha ldalp callon-ca llon korbaln a ltalu korbaln 

potensiall. 

 Pemberialn pidalnal, balik seca lral albstralk (in albstralcto) malupun seca lral 

konkret (in concreto) oleh baldaln (lembalga l) yalng berwenalng, misallnya l pidalna l 

malti, penjalral malupun pidalnal dendal, dalpalt memberikaln ralsa l puals balgi korbaln daln 

ralsal almaln (tena lng) ba lgi korbaln potensiall. Pemberialn pidalnal kepaldal pelalku 

kejalhalta ln (kekeralsaln) memalng belum bisal memberikaln ralsal kealdilaln ya lng 

sempurnal. Lebih-lebih a lpalbilal korbaln menderital kerugialn secalral malteril malupun 
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secalral fisik
56

. Disalmping dalri alspek hukum, upalyal untuk mereduksi 

meningka ltnya l jumlalh kekeralsaln terha ldalp alnalk di Indonesial dalpalt dilalkukaln oleh 

oralng tual, guru sebalgali pendidik, malsya lra lkalt daln pemerintalh, ya litu: 

 Pertalmal, peraln dalri oralng tual. Palral oralng tual sehalrusnya l lebih 

memperhaltikaln kehidupaln alnalknyal. Oralng tual dituntut kecalkalpalnnya l dallalm 

mendidik daln menya lyalngi alnalk-alna lknyal. Jalnga ln membialrka ln a lnalk hidup dallalm 

kekalngaln, mentall malupun fisik. Sikalp memalra lhi alnalk halbis-halbisaln, alpallalgi 

tindalkaln kekeralsaln (pemukulaln daln penyiksala ln fisik) tidalklalh alrif, kalrena l hall itu 

halnyal a lkaln menyebalbkaln alnalk meralsa l tidalk diperhaltikaln, daln tida lk disalyalngi.  

ALkhirnyal, alnalk meralsal tralumal, balhkaln putus alsal. Penting disaldalri oleh 

oralng tual balhwal a lnalk dilalhirkaln ke dunial ini dilekalti dengaln berbalgali halk ya lng 

lalya lk didalpaltkalnnya l. Seoralng a lnalk memiliki halk untuk mendalpaltkaln penga lsuhaln 

ya lng balik, kalsih salya lng, daln perha ltialn. ALnalk pun memiliki halk untuk 

mendalpaltka ln pendidikaln yalng balik dikelualrgal malupun disekolalh, jugal nalfkalh 

(berupa l palngaln, daln sa lndalng). Balgalimalnalpun kealdalalnnyal, tidalk waljib seoralng 

alnalk menalfkalhi dirinyal sendiri, sehinggal ial ha lrus kehilalnga ln balnyalk halk-halknya l 

sebalgali alnalk kalrenal halrus membalnting tulalng untuk menghidupi diri (altalu balhkaln 

kelualrga lnyal).  

Dallalm kalsus child albuse, siklus kekeralsa ln dalpalt berkembalng dalla lm 

kelualrga l. Individu ya lng mengallalmi kekera lsaln dalri oralng tualnya l dulu, memiliki 
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kecenderungaln signifikaln untuk melalkukaln hall yalng salmal paldal alnalk mereka l 

nalnti. Tingkalh lalku algresi dipelaljalri melallui penga lmaltaln daln imitalsi, yalng secalra l 

perlalha ln terintegralsi dallalm sistem kepribaldialn ora lng tual. Oleh kalrenal itu, penting 

balgi oralng tual untuk menya ldalri sepenuhnya l balhwal perilalku merekal merupalkaln 

model rujukaln balgi alna lk-alnalknya l, sehinggal merekal malmpu menghindalri perilalku 

ya lng kuralng balik. 

 Pertalmal pera ln kelua lrgal terutalmal oralng tual dallalm hall ini salngaltlalh 

penting. Perlindunga ln daln kalsih salya lng sehalrusnyal semalkin ditingka ltkaln. 

Perekonomialn ya lng sulit jalngaln menjaldikaln alnalk sebalga li balhaln eksploitalsi untuk 

mencalri ualng. Malsal a lnalk malsih talhalp bela ljalr daln bermalin sertal mengenall 

lingkungaln. Hall tersebut aldallalh bekall balgi alna lk untuk mengalha ldalpi kehidupaln 

ya lng selalnjutnyal ketika l merekal bera lnjalk dewalsal kelalk. Pendidikaln jugal salngalt 

waljib balgi alnalk, kalrenal alnalk aldallalh tunals balngsal ya lng halrus lebih diperhaltikaln 

kemballi. Oralng tual jugal waljib dallalm mengalwalsi lingkungaln alnalk algalr tidalk 

menjaldi korbaln kekeralsaln oralng-oralng ya lng tidalk bertalnggung jalwalb. 

 Kedual, peraln dalri guru. Peraln seoralng guru dituntut untuk menyaldalri 

balhwal pendidikaln di nega lral kital bukaln saljal untuk membualt alnalk palndali daln 

pintalr, tetalpi halrus juga l dalpalt melaltih mentall a lnalk didiknya l. Peraln guru dallalm 

memalhalmi kondisi siswal salngalt diperluka ln. Sikalp alrif, bijalksa lnal, daln toleralnsi 

salngalt diperlukaln. Ideallnya l seoralng guru mengenall betul pribaldi pesertal didik, 

termalsuk staltus sosiall oralng tual murid sehinggal ial dalpalt bertindalk daln bersikalp 

bijalk. 

 Ketigal, peraln dalri malsya lralkalt. ALnalk-alnalk kital ini selalin bersentuhaln 
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dengaln oralng tual daln guru, merekal pun tidalk bisal lepa ls dalri berbalgali 

persinggungaln dengaln lingkungaln malsyalralkalt di malnal dial beraldal. Untuk itu 

diperlukaln kesaldalraln daln kerjalsa lmal dalri berbalgali elemen di malsya lralkalt untuk 

turut memberikaln nualnsal pendidikaln positif balgi alnalk-alnalk.  

 Keempalt, peraln dalri Pemerintalh. Pemerintalh aldallalh pihalk yalng 

bertalnggung jalwalb penuh terhaldalp kema lslalhalta ln ralkya ltnya l, termalsuk dallalm hall 

ini aldallalh menjalmin malsal depa ln balgi alnalk-alnalk kital sebalgali genera lsi penerus. 

Pemerintalh halrus memberikaln ketegalsaln paldal malsya lra lkalt mengenali Undalng-

Undalng Nomor 35 Talhun 20l14 tentalng Perlindungaln ALnalk. Bilal perlu 

memberikaln sosiallisalsi balhwal aldal undalng-undalng ya lng bertujualn untuk 

memberikaln perlindungaln alnalk sertal dijelalskaln juga l salnksi terhaldalp yalng 

melalnggalr undalng-unda lng tersebut. Pemerintalh jugal halrus memberikaln falsilitals 

pelaltihaln daln pembelaljalraln alna lk. Dengaln demikialn,  malkal pemerintalh halrus sialp 

menalmpung alnalk-alnalk ya lng terla lntalr sesuali denga lnbunyi UUD 1945 palsall 34 

alyalt 1 ya lng berbunyi: “Fa lkir miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr dipelihalral oleh 

negalral”
57

. 

 Selalin itu, salngaltlalh perlu dilalkukaln peningkaltaln pemberdalya laln baldaln 

pemerintalh seperti Komisi Perlindungaln ALnalk Indonesial (Selalnjutnyal disebut 

KPALI). KPALI merupalkaln lembalgal independen ya lng kedudukalnnya l sejaljalr dengaln 

komisi negalral lalinnya l. KPALI dibentuk palda l 21 Juni 20l0l4 dengaln Keppres No. 

95/M Talhun 20 l0l4 berdalsalrkaln alma lnalt Keppres 77/20l0l3. Dallalm keputusaln 

Presiden, dinya ltalkaln ba lhwal KPALI bertujualn untuk meningka ltkaln efektivitals 
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penyelenggalralaln perlindunga ln alna lk. KPALI dihalralpkaln malmpu secalral alktif 

memperjualngka ln kepentingaln alnalk. KPALI bertugals melalkukaln sosiallisalsi 

mengenali seluruh ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln ya lng berkalita ln 

dengaln perlindungaln alnalk, mengumpulkaln daltal daln informalsi, menerimal 

pengaldualn ma lsya lralkalt, melalkukaln penelalalhaln, pemalntalualn, evallualsi, daln 

pengalwalsaln terhaldalp penyelenggalralaln kepentingaln alnalk. Selalin itu, KPALI juga l 

dituntut untuk memberikaln lalporaln, salraln, malsukaln daln pertimbalngaln kepalda l 

Presiden dallalm ralngkal perlindungaln alnalk. 

 

2. Kerangka Konsep 

 Sebelum membalhals lebih lalnjut dallalm mengalnallisal malsallalh yalng 

menjaldi objek penelitialn ini, terlebih dalhulu alkaln diuralikaln penggunala ln istilalh 

daln pengertialn dallalm judul. Hall ini dilalkukaln menginga lt pengertialn dalri sualtu 

pemalhalma ln tidalk dalpalt dilepalskaln dalri istilalh ya lng dipergunalkaln, terutalmal sekalli 

dallalm lalpalngaln ilmu hukum, istilalh mempunyali kedudukaln daln alrti yalng penting 

sebalgali keralngkal konsep  dallalm penelitialn ini. 

Sualtu istilalh dipergunalkaln untuk menentukaln alpal ya lng hendalk diberikaln 

sebalgali pengertia ln. Denga ln demikialn penggunalaln sualtu istilalh konsep juga l 

mempengalruhi rualng lingkup persoallaln ya lng hendalk dikupals daln diselidiki.
58

 

Iya llalh sebalga li berikut : 

1.Perlindungaln hukum aldallalh perlindungaln kepaldal oralng, balik itu terhaldalp 

pelalku malupun terhaldalp korbaln
59

, alta lu segallal upalya l pemenuhaln halk daln 
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pemberialn balntualn dallalm memberikaln ralsa l almaln kepaldal salksi altalu korbaln sesua li 

dengaln undalng-undalng
60

.  

2.ALnalk aldallalh turunaln yalng kedual altalu generalsi kedua l dalri alyalh daln 

ibunyal

61
.ALnalk aldallalh ba lgialn genera lsi mudal sebalgali sallalh saltu sumber dalyal 

menusial ya lng merupalka ln potensi daln penerus cital-cital perjualngaln balngsal yalng 

memiliki peralnaln straltegis daln mempunya li ciri-ciri daln sifalt khusus
62

.  

3.Kejalhaltaln aldalla lh tindalkaln-tindalkaln ya lng melalwaln hukum, yalng dilalkukaln 

dengaln sengaljal oleh seseoralng terhaldalp oralng lalin balik untuk kepentinga ln diri 

sendiri alta lu oralng lalin, daln yalng menimbulkaln penderitalaln mentall, fisik, daln 

sosiall
63

. 

4.Kejalhaltaln seksuall aldallalh sualtu bentuk perbua ltaln penghinalaln alta lu memalndalng 

rendalh seseoralng kalrenal hall–hall ya lng berkenalaln dengaln seks (jenis kelalmin) altalu 

alktivitals seksuall alntalra l lalki-lalki daln perempualn. Dengaln pengertialn lalin, 

kejalhalta ln seksuall merupalkaln sualtu perila lku altalu tindalkaln yalng mengga lnggu, 

menjengkelkaln, daln tidalk diundalng ya lng dilalkukaln seseoralng altalu sekelompok 

oralng terhaldalp pihalk lalin ya lng berkalitaln denga ln jenis kelalmin pihalk yalng 

digalnggunya l. Perilalku itu dalpalt menggalnggu alspek fisik, mentall, emosionall, daln 

sprituall korbaln
64

 . 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn tesis ini aldallalh penelitialn 

hukum normaltive, ya lng alkaln mengka lji daln mengalnallisis peneralpaln pidalnal denda l 

balgi alnalk pelalku tindalk pidalnal di wilalyalh hukum Pengaldilaln Negeri Ralntalu 

Pralpalt. Tipe penelitialn ini meliputi kaljialn ya lng memalndalng hukum sebalgali 

kenya ltalaln, mencalkup kenya ltalaln sosia ll, kenyalta laln kultur daln lalin-lalin. 

Penelitaln ini jugal berba lsis paldal alna llisis normal hukum dallalm peralturaln 

perundalng-undalnga ln sertal pendalpalt hukum palral alhli dallalm berbalgali literaltul daln 

buku hukum terkalit perlindungaln alnalk. Selalnjutnyal penelitialn ini bersifalt 

deskriptif ya litu dengaln menjelalskaln, menguralikaln da ln menggalmbalrkaln 

permalsallalhaln sertal penyelesalialn ma lsallalh. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Metode Pendekaltaln; Untuk mengka lji semual permalsallalhaln yalng diteliti dallalm 

penelitialn ini, malkal aldal beberalpal metode pendekaltaln ya lng digunalka ln ya litu 

sebalgali berikut: 

Pendekaltaln Yuridis Normaltif; Metode pendekaltaln ini dipalkali untuk mengkalji daln 

mengalnallisis perlindungaln alnalk korba ln kejalhaltaln seksuall di Indonesial, dalri 

perspektif ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

Pendekaltaln Sejalralh Hukum; Metode pendekaltaln ini digunalkaln untuk mengkalji 

daln menga lnallisis sualtu persoallaln altalu kealda laln ya lng melaltalrbelalkalngi terjaldinya l 

pembentukaln peralturaln perundalng-undalnga ln yalng berkenalaln denga ln Undalng-
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Undalng Dalsalr 1945, Undalng-undalng Nomor 4 Talhun 1979 Tentalng 

Kesejalhteralaln ALnalk, Undalng-undalng Republik Indonesial Nomor 13 Talhun 20l0l6 

Tentalng perlindungaln Salksi daln Korbaln, Undalng-undalng Republik Indonesial 

Nomor 44 Talhun 20l0l8 Tentalng Pornogralfi, Undalng-undalngNo 48 Talhun 20l0l9 

Tentalng  Kekualsalaln Kehalkimaln, Undalng-Undalng Nomor 0l2 Talhun 20l10 l 

Tentalng Rencalnal ALksi Nalsionall Pencegalhaln Daln Penalngalnaln Kekeralsaln 

Terhaldalp ALnalk, Undalng-undalng No 11 Talhun 20l12 Tenta lng Peraldilaln ALnalk, 

Undalng-unda lng Nomor 35 Talhun 20l14 Tenta lng Perlindungaln ALnalk. 

Pendekaltaln Yuridis Kompalraltif; Metode pendekaltaln ini digunalka ln untuk 

menelalalh daln mengka lji sualtu titik temu dalri persalmalaln daln perbedalaln dalri 

berbalgali ketentualn perundalng-undalngaln yalng saltu dengaln perundalng-undalngaln 

ya lng lalinnya l. Pendeka ltaln Futuristik; Metode pendekalta ln ini dipalkali untuk 

mengkalji, daln menga lnallisis mengenali perlindunga ln alna lk korbaln kejalhaltaln 

seksuall, balik ya lng alda l paldal salalt ini malupun perkembalngalnnyal di malsal ya lng alkaln 

daltalng di dallalm memberikaln perlindungaln terhaldalp alnalk sehinggal aldal kepalstialn 

hukum, kealdilaln, daln kesejalhteralaln balgi malsyalralkalt. 

3.Sumber Data 

Daltal merupalkaln sekumpulaln informalsi yalng dibutuhkaln dallalm 

pelalksalnalaln sualtu penelitialn ya lng bera lsall dalri berrba lgali sumber . berdalsalrkaln 

sumbernya l, daltal terdiri dalri daltal lalpalngaln daln daltal kepustalkalaln, jenis sumber daltal 

primer daln da ltal sekunder. 

Sumber daltal dallalm penelitialn ini terdiri dalri : 

al.Jenis daltal ya lng digunalkaln untuk memeca lhkaln malsallalh sebalgalima lnal ya lng telalh 
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dirumuskaln dallalm penelitialn hukum ini aldallalh bersumber dalri balhaln hukum 

primer, balha ln hukum sekunder, daln balhaln hukum tertier. 

d.Balhaln hukum primer (primalry lalw malteriall) terdiri da lri peralturaln perundalng-

undalngaln daln yurisprudensi. ALdalpun balhaln hukum primer yalng digunalkaln terkalit 

dengaln lingkup perma lsallalhaln a lda lla lh seba lga li berikut : 

1. Kitalb UURI Hukum Pidalnal 
 

2.Peralturaln Pemerinta lh Pengga lnti UURI Nomor 1 talhun 20l16 tentalng perubalhaln 

kedual altals UURI Nomor 35 Talhun 20l14 tentalng Perlindungaln ALnalk 

3. UURI Nomor 31 talhun 20l14 tentalng Perlindunga ln Salksi daln Korbaln 

e.Ba lhaln hukum sekunder (secondalry la lw malteriall) ya lng digunalkaln dallalm 

penelitialn hukum umumnyal aldallalh seperti buku-buku teks ilmu hukum daln 

jurnallilmialh terpublikalsi. ALdalpun balhaln hukum sekunder ya lng digunalkaln dallalm 

penelitialn hukum normaltif ini alntalral lalin berupal : buku-buku, malupun literalture 

literaltur, termalsuk literaltur alsing yalng memualt teori-teori hukum, alsals- alsals, daln 

konsep hukum yalng dipalndalng relevaln dengaln permalsallalhaln yalng diteliti untuk 

dikutip daln menjaldi lalndalsaln pembenalraln dallalm menjalwalb perma lsallalhaln, Dalta l 

lalpalngaln, yalitu daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri lalpalngaln penelitialn 

dengaln ca lral mela lkukaln walwalncalral dengaln nalralsumber terkalit, untuk mendukung 

daltal sekunder dallalm penelitialn tersebut. 

f.Selalin balhaln hukum primer da ln ba lhaln hukum sekunder, terdalpalt pulal balhaln 

hukum tertier (tertialry lalw malteriall) untuk menunjalng balhaln hukum primer daln 

balhaln hukum sekunder ya lng digunalkaln. ALdalpun balhaln hukum tertier ya lng 

digunalkaln sebalgali penunjalng aldallalh kalmus hukum, b.Daltal kepustalkala ln, yalitu 
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daltal ya lng diperoleh dalri berbalgali sumber altalu balhaln kepustalkalaln seperti junall, 

alrtikel altalu ha lsil penelitialn daln literaltul lalinnya l yalng sesua li denga ln permalsallalhaln 

dallalm penelitialn. 

 kalmus besalr balhalsa l Indonesial, kalmus balhalsal inggris, ensiklopedial, sertal situs 

internet sebalga li medial online ya lng memua lt berital terkalit denga ln perma lsalla lha ln ya lng 

diteliti. 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
 

Dallalm penelitialn hukum ini, balhaln-balhaln hukum dikumpulkaln dengaln 

menggunalkaln teknik studi pustalkal altalu libralry resealrch. Penelitialn ini dilalkukaln 

dengaln memeriksal pustalkal altalu litera ltur hukum ya lng memiliki releva lnsi dengaln 

malteri kaljialn daln tela lh terpublikalsi, seperti peralturaln perundalng-undalngaln, 

putusaln Peraldilaln, buku-buku ilmu hukum. ALdalpun literaltur-literaltur hukum yalng 

dimalksud kemudialn diguna lkaln dallalm hall menginfentalris palndalngaln malupun 

doktrin hukum dalri palral salrjalna l hukum untuk dikritisi altalupun sebalgali dalsalr 

pembenalr dallalm ba lhalsa ln penelitialn. 

5. Analisis Data 
 

ALnallisis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini ya litu menggunalkaln 

teknik alnallisis deskriptif kalulitaltif yalng lebih balnya lk menggunalkaln alnallisis yalng 

bertujualn mencalri hubunga ln yalng menjelalskaln sebalb–sebalb dallalm falktal-falktal 

sosiall ya lng terjaldi. Penelitialn kualntitaltif ini dilalkukaln denga ln mengumpulkaln dalta l 

daln halsil alnallisis untuk mendalpaltka ln informa lsi ya lng halrus disimpulkaln dengaln 

menggunalkaln kesimpulaln ya lng bersipalt deduktif dallalm penelitialn tersebut. 

 

 


